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ABSTRAK 
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NIM : 190102130 

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah 

Judul : Ikrâh Pada  Transaksi Jual Beli Untuk Fasilitas Publik Dalam       

                               Perspektif  Akad   Bai’  (Studi  Tentang Penetapa Nilai Ganti  

Rugi Pada  Pembebasan Lahan PembangunanTol                                    

Kecamatan Indrapuri Indrapuri) 

Tanggal Sidang : 2 Agustus 2023 

Tebal Skripsi : 99 Halaman 

Pembimbing I : Dr.Badrul Munir, Lc., M.A.  

Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.HI 

Kata Kunci : Ikrâh, Tol, KJPP, Tanah, Akad Bai’ 

 

 Kerelaan para pihak memiliki peran penting dalam pelaksanaan akad bai', 

Perwujudan kerelaan dapat dilakukan pada negosiasi dan sighat akad, ikrah pada 

akad bai’ dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berimplikasi pada fasid 

bahkan batal akad, namun peneliti menemukan bahwa di kecamatan Indrapuri 

terdapat bentuk penolakan terhadap penetapan nilai ganti rugi pada lembaga yang 

memerlukan tanah, penolakan tersebut timbul dikarenakan adanya bentuk ancaman 

yang diterima oleh pemilik tanah untuk menyetujui pembebasan lahan. Adapun 

rumusan masalah penelitian yaitu mengapa terdapat unsur ikrâh dalam transaksi 

jual beli lahan, bagaimana upaya yang dilakukan para pihak untuk menghilangkan 

unsur Ikrâh pada transaksi jual beli dan bagaimana perspektif akad jual beli (bai’) 

terhadap transaksi pembebasan lahan secara paksa untuk pembangunan jalan tol di 

kecamatan Indrapuri. Jenis penelitian yang digunakan yaitu library research dan 

field research dengan pendekatan sosiologis yuridis atau penghimpunan informasi 

hukum secara empiris dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan 

hasil penelitian pada pembebasan lahan pembangunan jalan tol wilayah indrapuri  

ditemukan adanya unsur ikrâh pada akad jual beli. Masyarakat tidak mendapatkan 

informasi lengkap tentang proses pembayaran dan penetapan harga lahan terhadap 

pembebasan lahan maupun propertimya. Aparatur gampong indrapuri dan instansi 

terkait telah berupaya menjembatani kepentingan masyarakat pemilik lahan, untuk 

memperoleh akses dalam menyampaikan aspirasi terhadap kenaikan nilai ganti rugi 

yang diinginkan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Masyarakat terpaksa 

(Mukrah ‘alaihi) setuju terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga 

pembebasan lahan. Kesimpulan penelitian yaitu transaksi jual beli yang dilakukan 

tidak sah pada konsep fiqh muamalah hilangnya kerelaan pada transaksi jual beli. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Huruf 

Arab 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

Huruf 

Arab 

Huruf  

Latin 
Keterangan 

 ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 
 Ṭ ط

te (dengan 

titik di 

bawahnya) 

 B ب

 

Be ظ Ẓ 

zet (dengan 

titik di 

bawahnya) 

 T ت

Te 

 Ain‘ ع

Koma 

berbalik  

(di atas) 

 Ś ث

es (dengan 

titik di 

atasnya) 

 Gain غ

 

Ge 

 F Ef ف J Je ج

 ḥ ح
ha dengan 

titik di 
 Q ق

 

Ki 
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bawahnya 

 K Kaf ك Kha’ Ka dan ha خ

 L Lam ل D De د

 Ż ذ

zet (dengan 

titik di 

atasnya) 

 M م

 

Em 

 N En ن R Er ر

 W We و Z Zet ز

 H Ha ه S Es س

 Apostrof ’ ء sy Es dan ye ش

 Ş ص

es (dengan 

titik di 

bawahnya) 

 Y ي
Ye 

 ḍ ض

de (dengan 

titik di 

bawahnya) 

  

 

 

2. Vokal 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

 transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 
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2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat  dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fatḥah dan ya Ai …َ   ي

 Fatḥah dan wau Au …َ    و

  

 Contoh: 

  ,kaifa-   كيف

 haula-      هول

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda 

َ   ا/ي  Fatḥah dan alif atau ya Ā 

َ   ي  Kasrah dan ya Ī 

َ   و  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla-    ق ال      

م ي  ramā-     ر 

 qīla-   ق يْل     

 yaqūlu-   ي قوْل    
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4. Ta Marbutah  (ة) 

  Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

1) Ta marbutah hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

2) Ta marbutah  mati  

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

فاَلاْ  طَا ضَة ْ الْا  rauḍatul aṭfāl- رَوا

رَةاْ   نوََّ    al-Madīnatul Munawwarah-  الامَدِيانَة ْ الام 

 Ṭalḥah-  طَلاحَةاْ  

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan  sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan 

dengan  huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

 Contoh: 

 nazzala- نَ زهلَ 

 al-birr-  البِر 
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 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu( ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

 Contoh: 

 ar-rajulu-  الرهجُلُ 

 al-qalamu-  الْقَلَمُ 

 asy-syamsu- الشهمْسُ 

لُ الَْْلَ   -al-jalālu 

7. Hamzah 

 Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

 Contoh: 

6. Kata Sandang 
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 ta’khużu- تََْخُذُ 

 syai’un- شَيئ  

 an-nau’u- الن هوْءُ 

 inna-  إِنه 

8. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, Baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat 

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. 

 Contoh: 

 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn- وَ إِنه اَلله فَ هُوَ خَي ْرُ الرهازقِِيَْ 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā- بِسْمِ اِلله مََْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

 

9. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

 Contoh: 

 Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn-  الَْْمْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ 
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 Ar-rahmānir rahīm-   الرهحْمنِ الرهحِيْمِ 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

 Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm-   اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم  

ي ْعًالُ للَِّ  ا مُوْرُ جََِ   -Lillāhi al-amru jamī`an 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Catatan  

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Transaksi yang terjadi oleh para pihak yaitu penjual atau pembeli 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan pada kesadaran sepenuhnya bukan 

karena paksaan ataupun keinginan sepihak tanpa disertai oleh keikhlasan dan 

kerelaan oleh pihak lain. Secara normatif ketentuan tentang keikhlasan dan 

kerelaan dari setiap pihak yang terlibat pada transaksi jual beli telah menjadi 

diskursus dan pembahasan yang luas di kalangan fuqaha. Sehingga hal ini 

menjadi pembahasan tersendiri sebagai syarat pada suatu transaksi dalam jual 

beli, karena keikhlasan dan kerelaan antar pihak penjual dan pembeli terhadap 

objek jual beli merupakan aspek yang prinsipil yang harus terwujud dalam akad. 

fuqaha memaparkan secara detail tentang keikhlasan serta kerelaan terhadap 

para pihak sebagai upaya untuk melepaskan kepemilikan dan segala hak yang 

berkaitan pada objek jual beli.  

Pembahasan ini secara khusus menjadi persoalan penting tentang objek 

jual beli Baik maupun tentang barang yang dipertukarkan maupun harga sebagai 

standar nilai yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli kepada penjual. Dalam 

literatur fiqih mazhab Hanafi, para fuqaha mazhab ini telah menegaskan bahwa 

kerelaan dan keridhaan sebagai satusatunya rukun pada transaksi jual beli.
1
 Hal 

ini didasarkan pada pemahaman terhadap nash yaitu ayat Al-quran yang 

menetapkan tentang kerelaan pada transaksi jual beli yang dipahami secara 

dhahir terhadap ayat tersebut, yang memang secara sharih menegaskan tentang 

urgensi kerelaan dalam transaksi jual beli ini. 

Jumhur fuqaha telah menjelaskan bahwa kerelaan para pihak menjadi hal 

yang penting serta harus dilakukan dalam setiap transaksi jual beli karena hal ini 

mempengaruhi keberadaan hak objek pada akad jual beli karena pada dasarnya 

                                                             
1
 Nasrun.Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), Hlm.115 . 
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kedua pihak yaitu penjual juga pembeli diharuskan rela dalam hal keadaan 

menyerahkan barang kebutuhan dari pihak pembeli, dan pihak pembeli harus 

rela membayar harga yang telah disepakati dengan pihak penjual sebagai 

perbuatan timbal balik pada mubadalah pertukaran barang dengan nilai. Dengan 

adanya pemenuhan syarat yang harus dilakukan oleh para pihak dalam transaksi 

jual beli sebagai syarat yang harus dipenuhi secara mutlak maka jual beli 

tersebut dapat dinyatakan telah dilakukan dengan kerelaan dan sah sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan fuqaha.
2
  

Imam Malik mengungkapkan berbagai aspek hukum dalam Islam, 

termasuk juga transaksi jual beli. Disebutkan bahwa konsep ikrâh atau paksaan 

dalam transaksi jual beli dapat menjadi hal yang merusak dalam transaksi jual 

beli. Ikrâh dapat mengakibatkan ketidakadilan, merusak hubungan bisnis, dan 

memiliki dampak psikologis negatif pada individu yang terlibat dalam transaksi 

tersebut. Dalam Islam, transaksi jual beli yang adil dan dilakukan dengan 

kesepakatan sukarela sangat dijunjung tinggi.
3
  

Pendapat mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah, yang berargumentasi bahwa 

akad jual beli itu dilakukan dengan adanya kerelaan atau keridhaan (an 

taradhin) para pihak yang didasarkan pada QS An-Nisa ayat 29 yang dengan 

jelas menyatakan bahwa orang-orang mukmin dilarang untuk berbisnis secara 

bathil, dan transaksi bisnis harus dilakukan dengan kerelaan pihak penjual dan 

pembeli. Penentuan kerelaan atau keterpaksaan itu ialah perkara yang dinilai 

karena bersifat tersembunyi atau terletak di dalam benak batin, dan dapat 

diketahui Ketika sudah didzahirkan dengan lafadz yang jelas.
4
   

                                                             
2
 Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’,(Sumatera 

Utara: Fakultas Ekonomi , Universita Muhammadiyah,2013), hlm.34 
3 Luqmanul Hakiem Kupas Tuntas Al-Bai’, Bisnis, Vol. 4, No. 2, Desember 2016,   

hlm.85. 
4
 Mohammad Rusfi, Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan 

Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan, (Yogyakarta: Deepublisher, 2016), 

hlm. 27. 
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Dalam beberapa pendapat yang lain para ulama menyatakan bahwa tidak 

sah suatu transaksi jual beli tanpa diikuti oleh talaffudz dalam bentuk ijab dan 

qabul, talaffudz merupakan pengungkapan atas kerelaan dan ketulusan antara 

pihak yang bertransaksi. Syihabuddin berpendapat terkait dengan   hadits 

dengan perawi Ibnu Majah yaitu bahwa seluruh transaksi jual beli harus 

dilakukan atas dasar sukarela. Lain halnya dengan keridhaan yang sifatnya 

tersembunyi di dalam hati, serta baru akan diketahui setelah dilafadzkan, dan 

tidaklah sah kegiatan jual beli jika hanya saling menukar saja, tanpa disertai 

kerelaan dalam memberikan haknya pada objek jual beli.
5
  

Akad bai' mengacu pada perjanjian atau kontrak antara penjual dan 

pembeli yang mengatur hak dan kewajiban keduanya dalam transaksi tersebut. 

Akad bai' dalam hukum Islam yang merujuk pada perjanjian jual beli antara 

penjual dan pembeli. Dalam akad bai', penjual menawarkan suatu barang atau 

jasa kepada pembeli dengan harga yang disepakati. Jika pembeli menerima 

tawaran tersebut dan membayar harga yang telah disepakati, maka akad bai' 

dianggap sah dan transaksi jual beli dapat dilakukan. Kerelaan para pihak 

memiliki peran penting dalam pelaksanaan akad bai'. Tanpa kerelaan, akad bai' 

tidak dapat berjalan dengan lancar dan adil Kerelaan penjual dalam menawarkan 

barang dengan harga yang wajar dan kerelaan pembeli dalam menerima tawaran 

tersebut merupakan aspek penting dalam akad bai'. Keduanya harus saling 

berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang memuaskan. Pembeli harus 

bersedia untuk membayar harga yang telah disepakati dengan jujur dan tepat 

waktu. Penjual juga harus bersedia menerima pembayaran tersebut dengan baik.  

Penjual harus dengan sukarela menyerahkan barang kepada pembeli sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pembeli juga harus bersedia menerima 

barang tersebut dengan baik. 

                                                             
5
 Syihabuddin Ahmad al-Qulyubiy, Syarah al-Mahally, Musthafa al-Baby al-Halaby, 

Mesir 1956, hlm. 153  
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Oleh karena itu bila transaksi jual beli secara terpaksa akan 

mengakibatkan ketidakrelaan para pihak atau salah satu pihak terhadap akad 

jual beli, maka dalam hal ini, keterpaksaan dapat diartikan sebagai ikrâh yang 

seharusnya tidak boleh ada dalam akad bai’, karena unsur ikrâh dalam akad ba’i 

akan berakibat pada nihilnya keabsahan pada akad bai’ yang dilakukan oleh 

para pihak. Walaupun didalam konteks ini, jual beli dengan unsur keterpaksaan 

merujuk pada transaksi perdagangan yang dilakukan oleh seseorang karena 

tekanan atau keadaan yang membuatnya merasa terpaksa untuk menjual atau 

membeli suatu barang atau jasa. Unsur keterpaksaan ini bisa berasal dari 

berbagai faktor, seperti kebutuhan mendesak, tekanan ekonomi, atau situasi 

darurat. 

Dalam hal ini ikrâh dapat dijelaskan sebagai suatu upaya untuk memiliki 

dan menguasai suatu objek atau harta dengan cara yang tidak disenangi dan 

diridhai oleh salah satu pihak, sehingga hal tersebut menimbulkan diskursus 

yang panjang di kalangan fuqaha. Jumhur fuqaha’ telah memberikan beberapa 

perbedaan pendapat dalam hal memaksa mukrih keterpaksaan pada suatu 

transaksi yang dilakukan.  Keterpaksaan juga dapat dipahami sebagai penekanan 

atau intimidasi yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai memerintahkan orang 

lain untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atau dalam suatu hal 

yang tidak menyenangkan.
6
   

Dalam literatur lain disebutkan bahwa intimidasi dan keterpaksaan  

adalah memerintahkan orang, dengan lain dalam melakukan perbuatan tertentu 

berupa ancaman, sehingga timbul rasa takut serta ketidaknyamanan dari suatu 

pihak (mukrah).
7
 Mengenai pengkategorian daripada Ikrâh, Imam Al-Suyuthi 

menyebutkan pihak yang dapat menerima keringanan karena ancaman dalam 

memenuhi kewajiban syariah yaitu apabila jika sesuai dengan syarat yang 

                                                             
6
 Ahmad Musadad, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum 

Ekonomi Syariah. (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 129. 
7
 Khoirul Anwar, Diskursus Al-Musyaqqah Dalam Akad Jual Beli Online, Al-Mansyur: 

Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah ( Jawa timur : 2021 ), hlm.9. 
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disebutkan sebagai berikut, yaitu pertama: pihak yang memaksa atau disebut 

juga dengan mukrih, dengan Tindakan kekerasan maupun tindak ancaman dan 

paksaan. Kedua: pihak yang terpaksa (mukrah) dalam keadaan tidak berdaya 

dalam maksud yang berbeda ialah tidak dapat memberikan penolakan dari 

berbagai cara Baik seperti melarikan diri maupun mendapat pertolongan. 

Sehingga kuat dugaan mukrah apabila melakukan penolakan, maka mukrih akan 

menggencarkan ancamannya secara nyata. Dalam hal ini keselamatan mukrah 

tergantung pelaksanaan perintah dari mukrih. ikrâh fuqaha berbeda-beda dalam 

memberikan makna serta ketentuan yang berlaku pada akibat hukum tersebut, 

Kalangan (madzhab) Hanafiyyah mengelompokkannya menjadi dua, yaitu suatu 

paksaan dengan Tindakan yang dapat berupa ancaman pembunuhan atau 

mutilasi (dipisahkan organ tubuh). Kedua, ikrâh dalam bentuk paksaan yang 

berupa pukulan ringan, menuntut secara hukum negara , merampas harta benda.. 

Dalam hal ini paksaan yang dimaksudkan oleh fuqaha dalam kategori verbal, 

yaitu ikrâh yang dapat mengancam keselamatan dan juga mengakibatkan 

penderitaan fisik terhadap pihak korban.
 8 

Pada kasus yang menjadi objek kajian ini, ikrâh yang terjadi berupa 

paksaan secara non verbal, yaitu keharusan untuk menerima ketetapan dan 

keputusan pemerintah terhadap harga jual tanah milik masyarakat sebagai 

kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol yang menghubungkan 

Aceh dengan Sumatera Utara yang merupakan bagian dari jalur tol lintas 

Sumatera jalur pantai timur Aceh.   Tahapan dalam realisasi pembangunan jalan 

tol sesuai dengan ketentuan dan ketetapan pada perencanaannya. Untuk 

pembangunan jalan lintas tol di kawasan Aceh Besar ini, yang melintasi 

Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Seulimum dan 

beberapa Kawasan kecamatan lainnya yang memiliki panjang ruas jalan 

Sepanjang 16 KM, pihak pengelolaan pembangunan fasilitas ini telah 

                                                             
8
 Khoirul Anwar, Diskursus Al-Musyaqqah …, hlm.10. 
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menghitung seluruh area tanah yang akan dibebaskan, termasuk tarif dari harga 

jual itu sendiri sebagai biaya dalam pembebasan lahan tanah.  

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari stakeholders pada 

pembangunan infrastruktur tol ini, bahwa pihak manajemen PT Adhi Karya 

sebagai pihak kontraktor BUMN telah menjelaskan proses pembangunan 

infrastruktur ini secara keseluruhan kepada masyarakat, sebagai upaya 

sosialisasi untuk menghindari timbulnya friksi dalam masyarakat terutama 

menghindari ketidaksepahaman masyarakat untuk keseluruhan proses 

pembangunan jalan tol ini, termasuk pada proses pembebasan lahan sebagai 

bagian dari tahapan awal pembangunan tol ini.
9  

Untuk proses pembebasan jalan tol ini, Langkah prosedur yang ditempuh 

dengan pemaparan denah lokasi pembangunan tol oleh manajemen PT. Adhi 

Karya. Pada tahapan ini pihak yang terlibat yaitu BPN, PPAT dan Dinas 

Pekerjaan Umum, sehingga pendataan dapat dilakukan sesuai dengan denah 

yang telah disiapkan. Pada tahapan selanjutnya langkah-langkah konsolidasi 

tentang pembebasan lahan dilakukan dengan pemilik tanah termasuk pada 

penetapan harga lahan, bangunan, tanaman dan berbagai bangunan milik 

masyarakat lainnya. Pada tahapan ini pihak instansi terkait melakukan audiensi 

dengan masyarakat pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan ini.   

Warga pemilik tanah dapat melakukan  penawaran dan negosiasi harga 

lahan dan aset yang dimiliki masyarakat sehingga sesuai dengan harga riil 

sebagaimana standar mekanisme pasar harga tanah di wilayah Kecamatan 

Indrapuri. Pada tahapan inilah biasanya terjadi ketidaksinkronan antara harga 

riil tanah dan aset dengan permintaan harga yang diinginkan masyarakat. Sering 

sekali terjadi komunikasi yang timpang yang menyebabkan proses pembebasan 

lahan tertunda. yaitu 14 hari kerja dalam hal ini banding yang dilakukan harus 

memiliki dasar yang kuat sehingga dapat diterima. Pihak Adhi Karya akan 

                                                             
9
 Hasil wawancara dengan, Azhar Tokoh Masyarakat Gampong Suot Tunong 

Kecamatan Indrapuri pada tanggal 13 oktober 2022 di Indrapuri 
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melakukan pembangunan infrastruktur setelah proses pembebasan lahan selesai 

dan secara sah lahan dapat dilakukan pembangunan jalan tol. Namun pada 

akhirnya sebagaimana ketentuan yuridis formal penetapan harga lahan harus 

dilakukan antara institusi terkait dengan pihak KJPP (Kantor Jasa Penilai 

Publik). Pada tahapan ini harga tanah dan berbagai aset lainnya bersifat fix, 

sehingga negosiasi dan penolakan oleh personal pemilik tanah tidak diakomodir 

lagi.10
  

Harga yang telah ditetapkan  KJPP tersebut cenderung dinyatakan secara 

sepihak, pada tahapan ini beberapa pemilik tanah mengkomplain terhadap nilai 

atau harga tanah yang ditetapkan KJPP ini karena dianggap tidak fair dan tidak 

sesuai dengan harga yang wajar diinginkan masyarakat.
11

 Upaya  banding dan 

Tindakan  penolakan konfrontatif atas harga yang telah ditetapkan oleh KJPP ini 

tidak memiliki arti lagi, meskipun pihak KJPP meminta pemilik tanah maka 

pemilik tanah untuk melampirkan surat keberatan terhadap penetapan harga 

yang telah dilakukan KJPP tersebut.  Namun hal ini tidak juga menemukan 

solusi atas pemaksaan harga yang tidak diinginkan oleh masyarakat di 

Kecamatan Indrapuri. Penolakan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap 

ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, masyarakat harus menerima harga atas 

ketetapan sepihak tersebut. Berdasarkan informasi tersebut di atas penulis 

memformat kajian skripsi ini dengan judul ikrâh pada transaksi jual beli untuk 

fasilitas publik dalam perspektif akad bai’ (Studi tentang penetapan nilai ganti 

rugi pembebasan lahan pembangunan jalan tol kecamatan Indrapuri Aceh 

Besar).  

 

                                                             
10

 Hasil wawancara dengan, Usriani Tokoh Masyarakat Gampong Suot Tunong Kec. 

Indrapuri pada tanggal 13 Oktober 2022 di Indrapuri 
11

 Risky Andrian Dan Ubaidillah, Mekanisme Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada 

Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Kecamatan Indrapuri ,(Banda Aceh:Jurnal ilmiah 

mahasiswa FISIP UNSYIAH, 2020), hlm 13. 
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B. Rumusan Masalah   

 Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, selanjutnya akan penulis 

paparkan rumusan permasalahan penelitian ini sebagai fokus  kajian skripsi ini  

tentang ikrâh pada transaksi jual beli untuk  fasilitas publik dalam perspektif 

akad Bai’, studi tentang penetapan harga sepihak pada pembebasan lahan untuk 

pembangunan tol di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar yaitu:  

1. Mengapa terdapat unsur ikrâh dalam transaksi jual beli lahan untuk 

pembangunan jalan tol di Kecamatan Indrapuri  ? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan para pihak pemilik tanah untuk 

menghilangkan unsur Ikrâh pada transaksi jual beli yang dilakukan pada 

pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di kecamatan Indrapuri ?  

3. Bagaimana perspektif akad jual beli (bai’) terhadap transaksi   

pembebasan lahan secara paksa untuk pembangunan jalan tol di 

kecamatan Indrapuri yang mengandung ikrâh? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan pada sub bab di atas, maka 

selanjutnya penulis menjelaskan tentang tujuan penelitian dari skripsi ini, 

yaitu:  

1. Untuk mengetahui bentuk ikrâh yang terdapat dalam transaksi jual beli 

pada pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan 

Indrapuri.  

2. Untuk mengetahui penyelesaian ikrâh  yang terdapat dalam transaksi jual 

beli lahan untuk pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di 

Kecamatan Indrapuri.  

3. Untuk menganalisis perspektif akad jual beli (bai’) terhadap transaksi   

pembebasan lahan secara paksa untuk pembangunan jalan tol di 

kecamatan Indrapuri yang mengandung  unsur ikrâh. 
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D. Kajian Pustaka 

Merujuk pada beberapa referensi yang penulis temukan, terdapat 

beberapa kajian yang berkaitan tentang ba’i ikrâh yaitu jual beli paksa pada 

pembebasan lahan dalam upaya pembangunan fasilitas publik, sehingga 

Sebagian penelitian akan merujuk pada beberapa literatur yang serupa di 

antaranya adalah kitab karya Syaikh Wahbah Al-Zuhayli yang berjudul Fiqh 

Islam Wa Adillatuhu serta buku Fiqh Muamalah karya Nasrun Haroen. Selain 

itu, terdapat beberapa penelitian menurut analisis penulis memiliki sisi sama 

dengan penelitian ini namun tetap berbeda fokus kajian. Adapun kajian pada 

pemetaan posisi penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya di antaranya, 

penelitian karya Ridha Jadidah, Mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Ar-raniry, 

pada tahun 2014 dengan judul “Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Hak Milik 

Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di 

Desa Punge Blang Cut)”. Pada penelitian skripsi ini dijelaskan bahwa langkah 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan 

perkara ganti rugi terhadap pembebasan hak atas tanah di lokasi PLTD Apung 

destinasi wisata di desa Punge Blang Cut yang tidak sesuai standar harga yang 

ditetapkan berlaku secara umum dengan pendekatan Hukum Normatif yaitu 

dengan mengkaji Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan 

Hukum Islam.12  

Perbedaan penelitian tersebut terdapat pada subjek penelitian, penulis 

mengkaji mengapa dan bagaimana dalam suatu transaksi terdapat unsur Ikrâh 

sehingga transaksi tersebut dapat diketahui keabsahannya sesuai ketentuan 

hukum syara dan bagaimana pandangan hukum positif terhadap transaksi yang 

telah dilakukan apabila tidak sah dalam hukum syara.  Selanjutnya suatu karya 

ilmiah skripsi oleh Ariyah, Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Ar-raniry tahun 

2016 dengan judul “Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum 

                                                             
12

 Ridha Jadidah, Ganti Rugi.Terhadap Pembebasan Hak Milik Atas.Tanah Dalam 

Perspektif Hukum.Islam dan Hukum.Positif (Studi Kasus di Desa Punge Blang Cut),(Banda 

Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014).  
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Islam (Studi Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku 

Umar Meulaboh)”. Kaitan dalam karya tulis ilmiah ini menjelaskan tentang 

pertanggung jawaban atas hak pakai pada tanah Negara yaitu lahan pembebasan 

Kampus Universitas Teuku Umar oleh Pemerintah kabupaten wilayah Aceh 

Barat dalam perspektif Hukum Islam.13  

Perbedaan skripsi ini terdapat pada subjek hukum penulis mendapati 

adanya kesepakatan yang sah antara pihak pembebasan hak atas tanah 

sedangkan subjek utama penulis ialah adanya keterpaksaan pihak saat 

dilakukannya pembebasan sehingga transaksi yang dilakukan tidak tergolong 

‘an taradhin yaitu rela sama rela yang menjadi rukun utama dalam praktik akad 

Bai’.  

Kemudian skripsi dari Masruri Syukri, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN 

Ar-raniry tahun 2017 dengan judul “Beli Paksa (Istimlak) Tanah Untuk 

Kepentinganumum Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli”. Berkaitan dengan 

sahnya suatu transaksi yang dilakukan secara terpaksa dan tidak ada ancaman 

melainkan bertujuan untuk kepentingan umum dengan syarat saling merelakan 

maka transaksi yang dilakukan sah sesuai dengan pendapat dari syeikh Wahbah 

Az-Zuhaili. Dengan mengutamakan kemaslahatan umum daripada kepentingan 

pribadi pihak pemilik tanah.14  

Berdasarkan paparan beberapa riset sebelumnya maka dapat diketahui 

perbedaan jelas  dengan skripsi ini yaitu terdapat pada object penelitian penulis 

berfokus pada eksistensi ikrâh dalam suatu kegiatan jual beli lahan guna 

pembangunan fasilitas publik yaitu jalan tol yang dilakukan di wilayah di Aceh 

Besar sehingga eksistensi ikrâh  menjadi sebagai salah satu penyebab tidak 

                                                             
13

 Ariyah, Ganti Rugi Atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi  

Kasus Terhadap Ganti Rugi Lahan Kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh),( Banda  

Aceh: Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry,2016). 
14

 Masruri Syukri, Beli Paksa (Istimlak) Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut  

Pendapat Wahbah Al-Zuhayli, (Banda Aceh:Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam  

Negeri Ar-raniry,2017)  
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sahnya kegiatan transaksi dan fokus kajian penulis terhadap pandangan hukum 

positif dan hukum syara  pada transaksi yang mengandung unsur ikrâh. 

E. Penjelasan Istilah  

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih 

dahulu peneliti Pada sub bab penjelasan istilah ini penulis akan memaparkan 

penjelasan istilah sebagai definisi operasional variabel dan bagian dari 

penelitian yang telah penulis format dalam karya tulis ilmiah ini. Adapun 

istilah-istilah yang akan dijabarkan sebagai berikut:  

1. Ikrâh  

Ikrâh merupakan sebuah kosakata Bahasa Arab, dalam kamus 

Al-Munjid ikrâh berarti:   

ين  : الكراهة.  ك رْها اي إكراها . الكره : الكريه. الكراهة مص: الارض الغليظة الصلبة.  اه  الك ر 

ين  أن تغضب اي كراهة انتغضب.» يقال  اه  أتيتك. ك ر 
15   

Artinya: paksaan ialah mengerjakan sesuatu dan berkeharusan walau 

tidak memiliki keinginan untuk dilakukan. Makna terpaksa juga 

dimaknai sebagai melakukan suatu tindakan di luar kemauan diri 

disebabkan oleh desakan dan dalam keadaan tetap dilakukan dan 

harus dilakukan.16
  

Ikrâh merupakan paksaan ialah suatu perbuatan terhadap 

seseorang agar melakukan perintah yang tidak dikehendaki nya secara 

akal sehat ataupun secara syariah.
17

    

2. Fasilitas Publik  

Fasilitas adalah unsur serapan Bahasa Inggris yaitu   yang berarti 

facility jamak facilities yang berarti facilities [plural] buildings, services, 

equipment, etc. that are provided for a particular purpose dan public
18

, 

                                                             
15

 Fr. Louis Ma'luf dan Fr. Bernard Tottel Al-Munjid Fii Al-Lughah, hlm.683. 
16

 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, hlm.1002.  
17

 Asy-Syekh As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid 3, (Mesir: 1983), hlm. 355.  

 
18

 Fasilitas [jamak] bangunan, pelayanan, perlengkapan, dll  yang disediakan untuk 

tujuan tertentu baik secara personal maupun publik.   

www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/facility?q=facilities Diakses pada 

tanggal 16 November 2022 . 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/facility?q=facilities
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yang kemudian dalam Bahasa Indonesia yaitu menjadi kata fasilitas dan 

publik.   

Sedangkan kata publik juga unsur serapan Bahasa Inggris yaitu 

public yang berarti public ordinary people in society in general 
19

 yang 

bermakna khalayak umum dan fasilitas adalah area atau daerah yang 

dapat memudahkan manusia. Fasilitas umum memiliki fungsi sebagai 

ruang penting yang dapat membantu memudahkan masyarakat dalam 

menggunakan serta pemanfaatannya dan fasilitas tersebut berlaku bagi 

setiap orang dan hak penggunaanya sesuai pada beberapa ketentuan. 

3. Perspektif 

Perspektif dapat dimaknai sebagai suatu sudut pandang yang 

dilakukan sebagai sebuah poros dalam membuat penilaian terhadap 

sesuatu, dalam pengertian ilmiah kata perspektif ialah sebuah keyakinan 

dalam menentukan pendapat serta kepercayaan dan lain hal yang terkait 

dengan poros yang menjadi suatu pusat dalam sebuah penilaian.  

4. Akad Bai’  

Al-Bai’ juga dapat diartikan sebagai jual dalam bahasa Arab yang 

berarti   بوعا  -بسط يده بالعطاء: باغ   kata ini juga kerap dipakai sebagai 

pengertian dari kata Asy-syira yaitu beli kedua kata ini merupakan  

makna yang saling menggambarkan arti dari keduanya. Sehingga al-Bai’ 

memiliki dua makna yang saling berhubungan yaitu jual sekaligus dapat 

diartikan sebagai beli.
20

  

F. Metode Penelitian 

Penelitian Karya ilmiah merupakan suatu penelitian yang menggunakan 

beberapa metode dan dengan upaya untuk perolehan data yang valid dan 

                                                             
 

19
 The public  ordinary people in society in general, publik yaitu orang-orang biasa 

dalam masyarakat umum.  

www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/public_2 Diakses pada tanggal 16 

November 2022 . 
20

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.111. 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/public_2
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/public_2
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objektif sesuai  dengan kebutuhan penelitian dan rumusan masalah yang 

menjadi fokus kajian.
21

 Sehingga upaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, maka kebutuhan terhadap suatu metode penelitian tertentu mutlak 

harus dipenuhi sehingga sesuai dengan step dan prosedur untuk menghasilkan 

kajian sesuai standar ilmiah dalam penyelesaian beberapa permasalahan dalam 

riset ini.  Adapun Langkah dan prosedur penelitian yang akan penulis lakukan 

pada riset ini yaitu sebagai berikut:  

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam suatu riset dibutuhkan untuk 

menjelaskan hubungan antara suatu studi dengan riset yang akan 

dilakukan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini yaitu pendekatan sosiologis yuridis yaitu bentuk penelitian yang 

menggabungkan indentifikasi hukum pada sistem kehidupan secara 

nyata, dengan perolehan informasi hukum secara empiris dan langsung 

terhadap ikrâh sebagai suatu Tindakan pemaksaan pada transaksi jual 

beli yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembebasan jalan tol dalam 

lintasan di Kabupaten Aceh Besar sebagai fasilitas publik dalam 

perspektif akad bai’.  

2. Jenis penelitian  

Penelitian yang penulis pilih sebagai metode utama dalam 

penelitian ini merupakan qualitative research dan library research dalam 

upaya menyajikan data penelitian secara naratif sesuai data dari objek 

penelitian. Penulis menggunakan teknik analisis penelitian secara 

deskriptif kualitatif dengan prosedur penelitian data dideskripsikan 

secara jelas dan spesifik dari fakta penelitian tentang keterpaksaan pihak 

pemilik tanah sebagai penjual tanah yang menjadi lokasi pembangunan 

jalan tol dengan berbagai cara. 

                                                             
21

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi, (Jakarta:  

Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.   



14 
 

 

3. Sample Populasi dan Objek  

Sample populasi pada penelitian ini diambil dari banyaknya 

penolakan terhadap penetapan nilai ganti kerugian  daerah lain, dari 

perbandingan 10 pemilik lahan 7 diantaranya terpaksa setuju terhadap 

nilai ganti kerugian namun masyarakat tidak berani mengajukan bentuk 

penolakan dan meminta lembaga bantuan hukum serta pihak-pihak yang 

terkait sebagai upaya dari bentuk keterpaksaan terhadap nilai ganti rugi 

yang telah ditetapkan, penulis kemudian memfokuskan penelitian pada 

wilayah Indrapuri Gampong Seuot Tunong dikarenakan adanya pemilik 

tanah yang meminta bantuan badan perlindungan hukum yang 

memvalidasi ikrâh terhadap nilai ganti rugi diwilayah tersebut Data 

tentang ikrâh ini selanjutnya diposisikan sebagai objek penelitian yang 

merupakan data empiris dan memiliki nilai yuridis sebagai aktivitas 

perbuatan hukum dari tindakan transaksi jual beli antara masyarakat di 

Kecamatan Indrapuri dengan aparatur pemerintah yang merupakan 

stakeholder pada pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yaitu suatu upaya yang digunakan 

untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan sehingga informasi yang diperoleh objektif dan valid sesuai 

dengan standar ilmiah. Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini 

penulis membutuhkan data primer serta data sekunder.   

Data primer penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data 

lapangan dan data sekunder diperoleh dari data Pustaka. Data primer 

pada penelitian ini merupakan respon masyarakat Baik dalam bentuk 

jawaban dari pertanyaan maupun reaksi terhadap kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas PU dan Institusi terkait 

lainnya yang berhubungan dengan pembebasan lahan untuk 

pembangunan jalan tol. 
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Data sekunder yang Dibutuhkan untuk menjabarkan konsep 

dalam menganalisis permasalahan menjadi fokus kajian pada riset ini. 

Adapun konsep yang dibutuhkan tentang jual beli dalam perspektif Fiqh 

muamalah dan spesifikasi pembahasan ikrâh pada transaksi jual beli.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan wawancara (interview), dan dokumentasi 

sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara yang penulis gunakan 

untuk mengumpulkan data primer penelitian ini melalui model 

wawancara yang berpedoman pada panduan wawancara (guiden 

interview) untuk memudahkan penulis dalam melakukan wawancara 

dengan responden yang berasal dari masyarakat Kec. Indrapuri sebagai 

pihak penjual, dalam hal ini termasuk tokoh masyarakat di gampong 

seperti Keuchik, Tengku Imum dll. Adapun masyarakat yang penulis 

jadikan koresponden yaitu 5 orang yaitu Antara lain, keuchik 3 orang 

dan Tengku imum 2 orang.  

6. Objektivitas Data dan validitas data 

Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data, sehingga 

penelitian bersifat fleksibel dan mudah di pahami kemudian peneliti 

bebas dalam menggunakan objek pengumpulan data baik secara primer 

maupun sekunder. Adapun pada proses penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa alat komunikasi berupa piranti lunak seperti 

laptop dan perangkat seluler lain sebagai alat untuk memperoleh 

informasi melalui beberapa aplikasi yang memudahkan peneliti dengan 

tujuan agar penulis dapat melakukan kembali proses informasi. 

 Data validation atau validasi data sangat penting dalam penulisan skripsi 

yang menggunakan pendekatan hukum, karena memastikan akurasi dan 

validitas data yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua jenis validitas 

data, yaitu validitas internal dan eksternal. Dengan memastikan validitas data 
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dan objektivitas, skripsi yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipercaya. 

Melakukan validasi data yang baik dapat mencegah kesalahan dan 

menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipercaya. 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam upaya memudahkan pembaca sistematika penulisan bertujuan 

untuk melihat dan memahami kajian dari penelitian dan oleh peneliti membagi 

pembahasan ini menjadi 4 (empat) bab, pada setiap bab diuraikan tentang 

pembahasan yang saling berkaitan dan juga sistematis antara bab satu dengan 

bab yang lain, dan terkait sistematika pembahasannya penulis rangkum sebagai 

berikut:  

Pertama yaitu bab satu merupakan pendahuluan yang menjelaskan 

beberapa hal terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi 

global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.  

Selanjutnya bab dua yaitu landasan teori yang menjelaskan tentang teori 

ikrâh dalam hukum islam. Pada Bab ini juga berisi pembahasan terkait landasan 

teori yang mengemukakan pembahasan teori yang berkaitan pada permasalahan, 

yang meliputi pengertian dan dasar hukum Akad Bai’, bentuk-bentuk ikrâh, 

serta bagaimana hukum syara atau hukum positif yang berlaku terhadap suatu 

transaksi yang mengandung unsur ikrâh.  

Kemudian bab tiga merupakan suatu bab pembahasan, yang membahas 

kaitan pada subtansi keberadaan unsur ikrâh dalam transaksi jual beli pada 

pembebasan lahan dalam pembangunan fasilitas publik yaitu bagaimana 

keabsahan transaksi yang mengandung unsur ikrâh serta bagaimana tinjauan 

hukum syara dan hukum positif yang berlaku pada transaksi yang mengandung 

unsur ikrâh tersebut.  
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Pada Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan 

bab penutup dari keseluruhan penelitian, penulis menyajikan beberapa 

kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah penelitian yang 

bermanfaat seputar topik pembahasan. Buku pedoman skripsi Fakultas Syari’ah 

Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 
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BAB II 

KONSEP IKRÂH DALAM TRANSAKSI 

JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH 

 

A. Pengertian Ikrâh dan Dasar Hukumnya 

Setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan didasarkan kerelaan 

para pihak sebagai wujud dari kebutuhan terhadap transaksi yang dilakukan baik 

dalam tataran pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kerelaan 

merupakan bentuk ridha ( أ) ألرْض   terhadap kesepakatan dan konsekuensi dari 

akad yang dilakukan dan hal tersebut penting diwujudkan dalam transaksi. 

Namun kadangkala transaksi yang dilakukan para pihak tidak didasarkan pada 

keinginan sendiri tapi dilakukan karena terpaksa atau ada pihak lain yang 

memaksakannya. 

Pemaksaan dan keterpaksaan yang muncul dari salah satu pihak akan 

berpengaruh terhadap akad yang dilakukan dan akan memberikan konsekuensi 

tertentu. Dalam konsep Fiqh muamalah pemaksaan dikenal dengan kata ikrâh.  

ikrâh merupakan kata dalam Bahasa Arab yaitu karaha. Dalam kamus Munjid 

menjabarkan kata karaha, yaitu:  

كَرهَُ  ُ  كَرَاهَةً وكَراهِيَةً الامرُ أو المنظرُ: قبُح، فهو  • كره: ضذ  احبهه، فهو كاره  والشيءُ مكروه  
: الكَرْه والكُرْه )مصدران( •  كَرههَ الشيءَ فلنًا وكَرهه الشيءَ إلى فلنٍ: نقيض حبهبه إليه• كَريِْه  

 : (مص الكراهة الكريه : الكَره . إكراهًا اي « كَرْهًا الإباء والمشقهة || ما أكُْرهَِ الإنسانُ عليه
  الكراهة  الكراهي . الصلبة الغليظة الارض

22 

Artinya: karaha (paksaan) dalam Bahasa Indonesia paksaan mempunyai 

banyak makna di antaranya adalah paksaan ialah mengerjakan sesuatu 

dan ber keharusan walau tidak memiliki keinginan untuk dilakukan, 

terpaksa juga dimaknai sebagai melakukan suatu tindakan di luar 

kemauan diri disebabkan oleh desakan dan dalam keadaan tetap 

dilakukan dan harus dilakukan.
23  

                                                             
22

 Fr. Louis Ma'luf  dan Fr. Bernard Tottel,  Al-Munjid Fii Al-Lughah.,  hlm.683. 
23

  Pusat Bahasa,  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Edisi Keempat, hlm.1002. 
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Setelah membahas makna ikrâh dalam konteks etimologi penulis 

selanjutnya memaparkan pengertian ikrâh yang dijelaskan oleh para ulama 

mazhab dan ulama kontemporer terkait dengan makna dan kondisi yang dapat 

dikategorikan dalam ikrâh (Paksaan) dalam islam. 

Menurut Mazhab Imam Hanafi salah satu dari empat imam mazhab  

dalam Islam. Beliau menjelaskan bahwa jika seseorang menghadapi ancaman 

atau paksaan yang mengancam nyawa atau harta mereka, dan akibatnya mereka 

melakukan perbuatan dosa, mereka tidak akan dianggap berdosa karena terpaksa 

melakukannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa alasan pemaksaan ini harus 

masuk akal dan nyata. Misalnya, jika seseorang diancam dengan kekerasan fisik 

jika tidak minum alkohol, dan akhirnya mereka meminumnya untuk 

menghindari bahaya fisik, Mazhab Hanafi akan memahami bahwa orang 

tersebut tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
24

 

Selanjutnya  Imam Maliki berpendapat bahwa ikrâh tidak akan 

menghapus dosa seseorang, bahkan jika ancaman itu nyata. Mereka percaya 

bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, meskipun 

di bawah tekanan besar. Misalnya, jika seseorang dipaksa untuk mencuri uang 

dari tempat kerjanya karena ada ancaman fisik terhadap dirinya, menurut 

Mazhab Maliki, orang tersebut masih akan dianggap berdosa atas perbuatan 

tersebut, kendati situasi yang memaksa.
25

 

Kemudian  Mazhab Imam Syafi'i, mazhab ini memiliki pendekatan yang 

berbeda terhadap ikrâh. Menurut Mazhab Syafi'i, jika seseorang menghadapi 

tekanan atau pemaksaan yang mengancam nyawa atau harta mereka, dan 

akibatnya mereka melakukan perbuatan dosa, mereka tidak akan dianggap 

berdosa. Misalnya, jika seseorang dipaksa untuk mengambil pinjaman tanpa izin 

dari pemiliknya, karena ada ancaman terhadap nyawanya, Mazhab Syafi'i akan 

                                                             
 

24
 Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Pustaka  Al-Kautsar, 

hlm.269. 

 
25

 Ibid. 
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memahami bahwa orang tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan 

tersebut.
26

 

Menurut Mazhab Hanbali, seseorang tidak akan dianggap berdosa jika 

mereka melakukan perbuatan dosa di bawah ancaman atau tekanan, terutama 

yang mengancam nyawa atau harta mereka. Jika seseorang dipaksa untuk 

memberikan kesaksian palsu dalam persidangan karena ada ancaman fisik 

terhadap dirinya, Mazhab Hanbali akan memahami bahwa orang tersebut tidak 

akan bertanggung jawab atas kesaksian palsu yang diberikannya.
27

 

Sayyid Sabiq memaknai ikrâh yaitu adanya pemaksaan seseorang dalam 

melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkannya secara akal sehat maupun 

secara syarat. Paksaan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, pertama paksaan 

yang mematikan adalah bentuk paksaan apabila tidak dituntut binasalah jiwa 

atau anggota atau sesuatu paksaan yang tidak dapat diderita. Bentuk paksaan 

yang tidak dilakukan maka tidak mungkin menyebabkan kematian atau tidak 

menjadi penyebab hilang atau rusaknya anggota badan.
 28

 

Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa ikrâh merupakan perbuatan 

seseorang yang memberikan perintah terhadap orang lain untuk melakukan 

perbuatan di luar kemauannya sehingga ketidaksigapan ini membawa pada 

kemurkaan dari yang mendapat paksaan, beliau juga menambahkan bahwa ikrâh 

atas perbuatan yang dilakukan seseorang dapat meringankan atau 

menghilangkan suatu akibat hukum yang timbul dari perbuatannya.
29

  

Dari pendapat ulama yang telah penulis paparkan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa kondisi ikrâh adalah keadaan atau perbuatan yang 

dilakukan seseorang di bawah tekanan dan perintah dari orang lain yang 

dilakukan di luar keinginannya dengan bentuk ancaman apabila perbuatan 

                                                             
 

26
 Ibid., hlm.270. 

 
27

 Ibid. 

 
28

 As-Syekh As-Said Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid 3, (Mesir: Dâr Al-Fikr, 1983), hlm. 

355. 
29

 Ibnu Hajar al-‘Askalânî, Fath al-Bâry, jilid 12, (Beirut: Dâr Ma’rifah, t.th), hlm. 311. 
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tersebut tidak dipenuhi maka pemaksa akan melakukan tindakan yang 

mengancam nyawa orang yang terpaksa atau kerabatnya. Ikrâh dapat 

menghilangkan keridhaan pihak tertentu  karena tidak ada lagi keridhaan pihak 

tersebut terhadap transaksi yang dilakukannya, dan secara prinsipil berdasarkan 

norma dalam hukum Islam atau Fiqh bahwa suatu perbuatan yang dilakukan 

tanpa keridhaan atau kerelaan para pihak maka akad tersebut tidak dapat 

dinyatakan sebagai akad yang sempurna pelaksanaannya, karena tidak terpenuhi 

syarat dari ‘aqid yang menurut fuqaha posisi dan kondisi para pihak harus aling 

rela terhadap akad yang dilakukan karena perbuatan hukum tersebut akan 

memiliki aspek hukum dan akibat hukum tertentu. 
30

 

Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa ikrâh 

bertentangan dengan prinsip rela atau ridha yang seharusnya secara jelas dapat 

dilihat saat akad dilakukan, karena kerelaan tersebut juga dapat dilihat secara 

visual dari masing-masing pihak saat akad dilakukan. Bahkan secara eksplisit 

para fuqaha menjelaskan bahwa rela atau ridha tersebut merupakan bagian dari 

makna ikhtiar yang harus terpenuhi dalam shighah aqad dan juga secara verbal 

dapat didengar saat akad tersebut diucapkan. Untuk itu pada saat akad dilakukan 

oleh para pihak maka perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan niat atau   

keinginan baik yang didasari pada kebutuhan ataupun dari minta. Dalam 

beberapa literatur fuqaha menjelaskan bahwa ridha itu merupakan rasa senang 

untuk melakukan perbuatan, transaksi yang dilakukan oleh para pihak tentu 

berdasarkan pada kehendaknya, tindakan atas kehendak tersebut direlevankan 

pada pekerjaan yang dilakukan dengan ridha atau dengan terpaksa.  Syarat suatu 

keadaan dapat tergolong ke dalam ikrâh ada empat yaitu:
 31

 

a) Al-mukrah (orang yang terpaksa)  

b) Al-mukrih (pemaksa)  

                                                             
 30  Mahmuddin, Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Falah: Jurnal 

Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan Tahun 2020, Vol. 20 No. 2, Hlm.135. 
31

 Ibid., hlm. 136. 
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c) Al-Mukrah bihi (bentuk paksaan dari pemaksa) 

d) Al-Mukrah ‘alaihi (perbuatan yang dilakukan secara terpaksa) 

 Dalam buku Ushul al-Fiqh al-Islami Hukum karya Syeikh Wahbah Az-

Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat beberapa batasan terhadap suatu keadaan 

hingga dapat dinyatakan sebagai ikrâh di antaranya sebagai berikut:
32

 

a. Kondisi al-mukrah (orang yang terpaksa), kondisi seseorang dalam 

menghadapi masalah berbeda-beda sehingga kondisi yang terjadi pada 

suatu masa dengan tempat berbeda, bisa saja berbeda dampaknya. 

Demikian juga waktu, akan mempengaruhi kondisi itu sendiri, sehingga 

tidak dapat dinyatakan secara general sama, karena hal tersebut secara 

umum hasilnya akan berbeda. Sebagai contoh  

b. Kondisi al-mukrih (pemaksa) dalam kondisi serius dengan ancaman 

berbeda dari seseorang yang bercanda dan tidak memilii kemampuan 

untuk membuat seseorang dalam keadaan terpaksa seperti ancaman 

anak-anak pada tempat dan waktu  yang tidak relevan untuk melakukan 

suatu ikrâh (paksaan) .  sebagai contoh pada masa rasulullah saat itu 

masyarakat dalam keadaan kelaparan, masyarakat meminta Nabi Saw 

untuk menetapkan harga terhadap kurma dan gandum yang dijual oleh 

seorang pedagang yahudi, namun Nabi menolak dikarenakan penetapan 

harga secara sepihak tersebut memaksa untuk menjual barang seeprti 

yang diinginkan seharusnya jual beli dilakukan atas dasar saling ridha. 

Kondisi tersebut berbeda dengan masa sekarang walaupun sepeninggal 

Nabi segala bentuk paksaan terhadap jual beli tidak sah  hukumnya. 

c. Perbuatan dari ikrâh (paksaan), dalam hal ini perbedaan sebuah ancaman 

berbeda tingkatan terhadap suatu situasi, misalnya paksaan untuk 

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat seperti berzina, 

mabuk dan membunuh .  

                                                             
32

 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Thabaah Al-aula, 1986),  hlm. 186. 
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Adanya unsur ikrâh dalam suatu transaksi merupakan salah satu  sebab 

sesorang dapat memperoleh rukhsah dari suatu perbuatan dan akibat hukumnya 

menurut ketentuan syara’. Secara konseptual dalam Fiqh kondisi ikrâh atau 

paksaan dapat dibagi menjadi dua macam  yaitu ikrâh mulji’ dan ikrâh ghairu 

mulji’.  

Ikrâh mulji’ merupakan bentuk paksaan yang dapat menghilangkan 

kerelaan dan merusak pilihan (ikhtiyar) pada orang yang dipaksa, sehingga  

kerelaan (ridha) adalah rasa mengerjakan sesuatu serta ingin padanya. 

Kemudian maksud pilihan (ikhtiyar) merupakan keadaan yang lebih terfokus 

pada mengerjakan syarat yang harus dilakukan dibanding meninggalkannya. 

Ikrâh mulji’ memiliki pengaruh pada tindakan yang menuntut adanya unsur rela 

dan pilihan secara bersamaan. Seseorang yang dipaksa melakukan sesuatu 

perbuatan dengan ancaman pembunuhan yang sudah pasti dapat menyebabkan 

hilangnya nyawanya atau kerabat terdekat, maka bentuk paksaan pada orang 

yang dipaksa harus menghilangkan kerelaan dan tidak terdapat pilihan 

didalamnya. Paksaan yang menjadikan pihak terpaksa tidak mampu atas 

pilihannya dalam upaya melakukan bentuk penolakan terhadap tindakan 

terpaksa tersebut.
 33 

 Transaksi jual beli terhadap seseorang yang mendapat ancaman 

pembunuhan keluarga terdekatnya dikarenakan tidak menyetujui pembelian 

terhadap perluasan lahan yang akan digunakan sebagai bidang swasta dari suatu 

perusahaan. Pihak pemaksa memiliki kekuasaan dan besar potensi pembunuhan 

yang akan dilakukan oleh pihak tersebut, maka bentuk transaksi yang disetujui 

oleh pemilik tanah tersebut tergolong dalam transaksi ikrâh mulji’ dan jual beli 

yang terjadi diantara para pihak tersebut tidak sah hukumnya. Contohnya seperti 

pada kasus dalam putusan pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dengan nomor 

                                                             
33

 Wahbah al-Zuhaily, Nazariyyah al-darurah al Syar’iyah ma’a al Qanun al-Wad’i, 

terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, “Konsep Darurat dalam Hukum Islam”, 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 71. 
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putusan 722/Pid.B/2014/PN. Psp. - bahwa terdakwa Hj. Ema Dalimunthe 

memaksa dan mengancam Rosmawati Nasution agar memberikan sertifikat 

tanah asli miliknya untuk dijual dengan tujuan pembangunan toko butik. 

Terdakwa Hj. Ema Dalimunthe Bersama dengan preman atau afilitasnya datang 

dengan ancaman pembunuhan terhadap Rosmawati Nasution. Akibat dari 

perbuatan terdakwa saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan 

mengajukan perbandingan di pengadilan Negeri Sidimpuan.
34

 

Selanjutnya ikrâh ghairu mulji’ merupakan bentuk paksaan yang 

menghilangkan unsur kerelaan (ridha) dengan menetapkan pilihan (ikhtiyar) 

pada orang yang dipaksa, sehingga tidak mengakibatkan hilangnya nyawa dan 

ancaman seperti dipenjarakan atau asingkan dalam waktu yang singkat atau 

dengan pukulan ringan yang tidak menyebabkan kematian. Ikrâh ghairu mulji’ 

hanya terpengaruh terhadap tindakan hukum yang bersyarat pada adanya 

kerelaan seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan pengakuan.
35

  

Penulis memuat penyebab yang memicu terjadinya ikrâh ghairu mulji' 

salah satunya ialah terdapat unsur ketidakadilan dalam harga barang atau jasa 

yang ditawarkan. Misalnya, saat harga suatu produk jauh lebih tinggi dari nilai 

sebenarnya, pembeli mungkin merasa terpaksa untuk membelinya meskipun 

sebenarnya tidak puas dengan harga tersebut. Dalam contoh yang lain seperti 

ketidak lengkapan atau kesalahan informasi yang diberikan kepada pembeli 

sehingga menimbulkan pembeli mungkin merasa keterpaksaan untuk tetap 

membelinya meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Pembeli yang merasa terpaksa atau terjebak dalam transaksi jual beli cenderung 

tidak puas dengan pembelian yang dilakukan. Mereka mungkin merasa bahwa 

mereka telah diperlakukan secara tidak adil atau tidak mendapatkan nilai yang 

sebanding dengan uang yang telah mereka keluarkan. Hal ini dapat 
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mengakibatkan kekecewaan dan kerugian finansial bagi pembeli, namun adanya 

unsur ikrâh ghairu mulji' ini tidak menyebabkan hilangnya nyawa atau ancaman 

keselamatan terhadap kerabat terdekat. 

 Dari definisi ikrâh di atas penulis selanjutnya akan membahas tentang 

kondisi ikrâh yang terdapat dalam konteks transaksi jual beli. Jual  beli 

merupakan kegiatan tukar atau pertukaran harta yang bermanfaat dan sepadan 

dengan cara tertentu yaitu melalui ijab dan qabul yaitu ungkapan serah-terima 

antara penjual dan pembeli dan harta yang diperjualbelikan membawa pada 

manfaat, sehingga segala yang memabukkan, bangkai dan darah tidak termasuk 

suatu perkara yang sah pada kegiatan jual beli.36 Kemudian penulis akan 

memaparkan dasar hukum perbuatan ikrâh dalam transaksi jual beli itu terdapat 

dalam al-Qur’an dan Hadist yang berbunyi sebagai berikut : 

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa : 29
37

 

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاه أَنْ تَكُونَ تَِِارَةً عَنْ تَ رَاضٍ مِ   تَ قْتُ لُوا نْكُمْ وَلَا يأيْ رهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
رَحِيمًا نْ فُسَكُمْ إِنه اَلله كَانَ بِكُمْ   

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa: 29). 

 

Penjelasan ayat tersebut yaitu Allah melarang orang yang beriman 

mendapatkan rezeki dengan cara yang batil, yaitu cara yang dilarang seperti: 

riba, pencurian, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Menurut 

Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu `Abbas tentang seseorang yang 

membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika Anda senang, Anda dapat 

mengambilnya, dan jika tidak, Anda dapat mengembalikannya dan tambahkan 
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satu dirham.” Berdasarkan konteks inilah Allah berfirman dalam Q.S An-

Nisa ayat 29.
38

 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah  bahwa Rasulullah 

bersabda dalam haditsnya yang berbunyi: 

ثَ نَا مَرْوَانُ بنُ مهمةٍ قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد,  مَشْقِى قال: حَده ثَ نَا الْعَبهاسُ بنُ الْوَليِدِ الدِ  حده
اَ الْبَ يْعُ عَنْ تَراضِ )رواه ابن,ا عَنْ  عن داودَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِر, .جه( ما نَّه

39
 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid ad Dimasyqi 

berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad 

berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad 

dari Dawud bin Shalih al Madini dari Bapaknya. berkata; aku 

mendengar Abu Sa'id al Khudri, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu berlaku 

dengan saling ridha (suka sama suka)." (HR. Ibnu Majah). 

 

Ketika seorang pedagang Yahudi datang dengan membawa kurma dan 

gandum, pada saat itu masyarakat dalam keadaan kelaparan. Kemudian 

masyarakat meminta kepada Nabi  Saw  untuk menetapkan harga dalam jual  

beli,  tetapi Nabi  menolak, lalu bersabda “Sesungguhnya jual beli” yaitu aturan 

yang dianggap benar menurut syariat. Pada  saat  penjual menyerahkan atau  

memberikan barang yang dimiliki dan pembeli melaksanakan tanpa paksaan. 

Mengenai makna   “saling rida”. Menurut Abu Said   bahwa Nabi Saw pernah 

naik ke atas mimbar, kemudian membacakan kalimat tahmid. Setelah itu  Nabi  

bersabda “tidak ada kepastian Allah  dengan memberikan salah satu uang dari 

orang yang sama baiknya, sesungguhnya  jual beli  ialah  saling merelakan, 

namun dalam transaksi jual  beli  kalian ada keberhasilan, saya katakana pada 

kalian semua, janganlah saling dengki, jangan saling bertengkar, jangan  saling 

hasud,  dan  janganlah  seseorang  menawar dagangan yang sedang ditawar oleh 

orang lain, dan dengan menjual sesuatu yang tidak jelas,  jual beli adalah saling 
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merelakan. Semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang baik.
40

 Dalam 

Hadist yang diriwayatkan oleh anas bin malik yang berbunyi: 

وعن أنس رضى الله عنه قال : غل السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 
فقال الناس : يا رسول الله غل السعر فسعر لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنه اَلله 

سَعرُ القابيض الباسط الرازق
ُ
، إلى لرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بِعَظلََمَةٍ فى  هُوَ الم

 دم ولا مال : رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان
Artinya : “Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', Orang-orang berkata,  

"Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk 

kami?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya 

Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dia-lah yang membatasi 

dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam 

keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam 

darah (nyawa) dan harta.”   

 

Dalam Tuhfah al-Ahwadziy, Mubarakfuriy menjelaskan bahwa غلا السعر 

dengan sin yang dikasrah mendeskripsikan kondisi harga yang melonjak tinggi, 

kemudian sahabat meminta Rasulullah sebagai al-Sulthan dalam menetapkan 

harga, karena Rasulullah yang memiliki kewenangan untuk menentukan harga 

secara adil dan berhak dalam membimbing umat pada segala aspek kehidupan 

termasuk urusan pasar. Namun Rasul mengklarifikasi bahwa Allah-lah yang 

berwenang penuh dalam menentukan, mengatur dan memerintah seluruh 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk dalam harga pasar. Rasul juga 

menegaskan bahwa Allah Swt. merupakan Zat yang maha pemberi Rezeki. 

Kebijakan dalam mengintervensi harga dapat menimbulkan kedzaliman, seperti 

menetapkan sesuatu yang tidak sesuai haknya atau bukan pada tempatnya. 

Kemudian dalam hadits tersebut menjelaskan makna konkrit terhadap 

keharaman dalam menerapkan intervensi suatu harga. Selanjutnya Rasulullah 

menyebutkan bahwa Seorang pemimpin memiliki kekuasaan dalam urusan 
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kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan satu pihak, baik penjual saja maupun 

pembeli.
41

 

Dari dasar hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa segala 

bentuk transaksi jual beli boleh dilakukan apabila syarat dan rukun dari 

transaksi jual beli tersebut terpenuhi dan sesuai dengan hukum syara’. Jual beli 

dilakukan bertujuan untuk menukar manfaat dari barang, pertukaran manfaat 

tersebut harus terpenuhi dalam transaksi jual beli dan salah satu rukun dari 

transaksi jual beli yaitu bentuk kesepakatan dan keridhaan yang disetujui oleh 

para pihak. Kesepakatan tersebut harus dilakukan  tanpa adanya ikrâh yang 

dapat menimbulkan kebencian atau menghilangkan unsur keridhaan. ikrâh 

merupakan bentuk paksaan pada perbuatan yang apabila perbuatan tersebut 

tidak terpenuhi maka orang yang terpaksa besar kemungkinan dapat kehilangan 

nyawanya dalam hal ini apabila suatu perbuatan dilakukan terdapat unsur ikrâh 

maka perbuatan tersebut tidak dapat diringankan hukumnya dalam syara’.  

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa ikrâh merujuk pada bentuk 

perbuatan paksaan dalam fiqh Islam. Secara harfiah, ikrâh berarti memaksa 

seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki atau 

diridhai olehnya. Konsep ini melibatkan aspek-aspek hukum yang berkaitan 

dengan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta kebebasan individu 

lainnya. Namun konsep ikrâh juga dapat menginterferensikan suatu keadaan 

untuk kondisi terpaksa terhadap seseorang yang melakukan tindakan di luar 

keinginan yang tidak disenangi menimbulkan rasa marah, sehingga perbuatan 

yang dilakukan atas paksaan tersebut mendapat keringanan tertentu dalam 

syariat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hukumnya dikarenakan kondisi 

orang yang terpaksa dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, anggota tubuh atau 

kerabat dekat.  Konsekuensi hukum dari ikrâh dalam fiqh Islam dapat berbeda 

tergantung pada konteks dan niat di balik perbuatan tersebut. Secara umum, 
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seseorang yang melakukan suatu perbuatan di bawah paksaan (ikrâh) tidak 

dianggap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tersebut. Namun, 

terdapat beberapa pengecualian tergantung pada keadaan dan urgensi situasi. 

Dalam dunia modern saat ini, penerapan konsep ikrâh dalam fiqh Islam masih 

relevan. Meskipun konteksnya dapat berbeda-beda, prinsip-prinsip dasar yang 

mengatur ikrâh tetap menjadi pedoman dalam menentukan keabsahan atau 

keharaman suatu tindakan paksaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami 

konteks sekitarnya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh 

Islam.  

B. Pendapat Ulama tentang Ikrâh Pada Transaksi Jual Beli 

Ikrâh dalam transaksi jual beli melanggar etika dan prinsip keadilan 

dalam Islam. Ketika seseorang terpaksa atau dipaksa untuk melakukan 

transaksi, kesetaraan dalam keuntungan dan kerugian dapat terganggu. Hal ini 

dapat menyebabkan ketidakadilan antara kedua belah pihak. Dalam Islam, 

keadilan menjadi prinsip utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam 

transaksi jual beli. Dengan menghindari ikrâh, umat Islam dapat menjaga 

integritas etika dan prinsip keadilan dalam transaksi mereka. pentingnya 

menghormati prinsip kebebasan dan kerelaan dalam transaksi. Dalam Islam, 

kebebasan individu untuk membuat keputusan dalam transaksi dihormati dan 

dijunjung tinggi. Tidak ada paksaan atau tekanan yang dapat mempengaruhi 

keputusan tersebut. Transaksi yang dilakukan secara sukarela dan dengan 

kerelaan penuh akan lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Transaksi jual 

beli yang dilakukan tanpa adanya ikrâh akan mewujudkan kepercayaan dan 

kepuasan antara penjual dan pembeli. Ketika kedua belah pihak merasa bebas 

memutuskan tanpa adanya tekanan atau paksaan, kepercayaan dalam transaksi 

tersebut akan terjaga. Hal ini juga akan menciptakan hubungan yang lebih baik 

antara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya dapat memberikan kepuasan 

kepada kedua belah pihak. Menciptakan hubungan transaksi yang baik dan 
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saling percaya akan memperkuat jaringan bisnis dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi jual beli yang terdapat 

unsur ikrâh tetap sah, meskipun dilakukan dengan paksaan atau tekanan. 

Mereka berpegang pada prinsip bahwa kesepakatan yang terjadi pada saat 

transaksi tetap mengikat, walaupun terjadi di bawah tekanan. Pendapat ini 

didasarkan pada argumen bahwa seseorang tidak dapat disalahkan atas 

perbuatan yang dilakukan di bawah tekanan yang mengancam nyawa atau harta 

benda. Ulama yang berpendapat bahwa transaksi jual beli yang terdapat ikrâh 

sah memiliki beberapa alasan dan justifikasi bahwa seseorang dalam keadaan 

darurat tidak memiliki pilihan lain selain melakukan transaksi tersebut. 

Keabsahan transaksi dianggap penting untuk melindungi pihak yang terpaksa 

melakukan transaksi dari kemungkinan kerugian yang lebih besar.
42

 

Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa transaksi jual beli yang 

terdapat unsur ikrâh adalah batal dan tidak sah. Mereka berargumen bahwa 

transaksi yang terjadi di bawah tekanan melanggar prinsip kesepakatan yang 

bebas dan sukarela antara kedua belah pihak. Transaksi semacam itu dianggap 

tidak adil dan menguntungkan salah satu pihak secara tidak wajar.  Para fuqaha 

berfokus pada mengutamakan prinsip keadilan dan kesepakatan yang sukarela 

dalam transaksi jual beli. Transaksi yang dilakukan di bawah tekanan dianggap 

melanggar prinsip tersebut dan dapat merugikan salah satu pihak. Para fuqaha 

berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan terkait dasar hukum ikrâh pada 

transaksi jual beli. Pendapat tersebut kemudian yang menjadi acuan dalam 

penetapan ikrâh pada transaksi jual beli. Berikut ini penulis memaparkan 

beberapa pendapat ulama mazhab mengenai ikrâh dalam transaksi jual beli. 

Menurut Imam Hanafiah bahwa akad dengan pemaksaan itu tetap sah 

sesuai dengan kaidah bahwa setiap ucapan yang dipaksa itu dianggap sah. 
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Bahkan  menurut ulama mazhab Hanafiah ini membedakan ikrâh ini menjadi dua 

kategori, pertama,  pemaksaan yang dapat membatalkan akad, seperti dalam 

akad jual beli, sewa-menyewa,  dan   semua akad muamalah mâliyah. Kedua, 

pemaksaan yang tidak membatalkan akad, seperti dalam nikah, talak, nazar, 

dan memerdekakan  budak. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa hak  

memaksa hanya  dapat dilakukan oleh  penguasa yang memiliki kewenangan 

atau power untuk penegakan hukum dan kemaslahatan umat.
43

 

Dalam kitab Al-Mudawwanah, Imam Malik mengungkapkan berbagai 

aspek hukum dalam Islam, termasuk juga transaksi jual beli. Disebutkan bahwa 

konsep ikrâh atau paksaan dalam transaksi jual beli dapat menjadi hal yang 

merusak dalam transaksi jual beli. Ikrâh dapat mengakibatkan ketidakadilan, 

merusak hubungan bisnis, dan memiliki dampak psikologis negatif pada 

individu yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam Islam, transaksi jual beli 

yang adil dan dilakukan dengan kesepakatan sukarela sangat dijunjung tinggi.
44

  

Menurut Imam Syafi’i, ikrâh dalam jual beli ada dua macam, yaitu 

pertama, pemaksaan dengan tanpa hak, maka akadnya tidak sah, kedua, 

pemaksaan terhadap sebabnya jual beli, maka tidak akan membatalkan akad, 

selanjutnya imam Syafi’i menegaskan bahwa suatu akad yang dilaksanakan 

dengan adanya paksaan maka akad tersebut tidak sah. 
45

 

Imam Ahmad Ibn Hanbal menganggap bahwa transaksi yang dilakukan 

di bawah paksaan ikrâh (paksaan atau tekanan) dapat mempengaruhi keabsahan 

transaksi jual beli. Persetujuan yang bebas dan jujur antara pihak-pihak yang 

terlibat harus terpenuhi sehingga dalam konteks transaksi jual beli, beliau 

menekankan pentingnya kebebasan dan kesadaran dalam melakukan transaksi 

yang dilandaskan pada persetujuan sukarela dan kesepakatan yang adil antara 

penjual dan pembeli. Oleh karena itu, menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, jika 
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seseorang melakukan transaksi jual beli karena adanya paksaan atau tekanan, 

baik dari pihak lain maupun dari keadaan darurat, maka transaksi tersebut dapat 

dianggap tidak sah atau batal. Pendapat ini mencerminkan pandangan mazhab 

Hambali terkait ikrâh dalam transaksi jual beli. Namun, seperti halnya dengan 

pandangan ulama lainnya, pendapat individual atau perbedaan interpretasi di 

kalangan ulama mazhab Hambali juga dapat terjadi.
46

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  beberapa ulama mazhab 

sepakat apabila kondisi ikrâh terdapat dalam suatu transaksi jual beli maka 

transaksi yang dilakukan tersebut tidak sah atau batal, kondisi ikrâh 

menghilangkan keridhaan para pihak dalam membuat kesepakatan namun 

bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab terkait ikrâh 

dalam transaksi jual beli. Perbedaan ini disebabkan oleh penafsiran dan 

interpretasi mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam yang berbeda. Faktor 

budaya, lingkungan, dan konteks sosial juga dapat mempengaruhi pendapat 

mereka. Namun, meskipun terdapat perbedaan pendapat, para ulama sepakat 

bahwa dalam transaksi jual beli, keadilan dan kerelaan kedua belah pihak 

adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi. Keadilan dan kerelaan menjadi 

kunci penting dalam menjalankan transaksi yang halal dan menghindari 

penipuan atau kerugian yang tidak adil.  

  Para jumhur ulama kontemporer berusaha untuk menggabungkan 

perbedaan pendapat para imam mazhab dalam konteks ikrâh pada transaksi jual 

beli. Mereka berpegang pada prinsip bahwa ikrâh yang melibatkan penipuan 

atau manipulasi adalah batal, sedangkan ikrâh yang terjadi tanpa unsur tersebut 

mungkin membutuhkan pertimbangan lebih lanjut terkait manfaat dan kerugian 

yang dialami oleh pihak yang terpaksa. Harmonisasi ini bertujuan untuk 

memberikan pedoman yang jelas bagi umat Muslim dalam menjalankan 

transaksi jual beli yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan 
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pendapat para imam mazhab tentang ikrâh pada transaksi jual beli memiliki 

implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Umat Muslim perlu memahami 

perspektif imam mazhab yang mereka ikuti dan memperhatikan prinsip-prinsip 

yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar transaksi jual beli yang dilakukan 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar hukum yang telah 

ditetapkan.  

Menurut  Ali Mustafa Yaqub, penggunaan ikrâh dalam transaksi jual 

beli pembebasan lahan tidaklah etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Islam. Beliau berpendapat bahwa setiap transaksi jual beli harus didasarkan 

pada kebebasan dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua 

belah pihak. Unsur ikrâh dalam suatu transaksi merupakan pemaksaan kepada 

seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginannya, 

dan hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan (al-hurriyah) 

dalam Islam sebagai unsur asasi yang harus dipertahankan. Pemilik tanah harus 

diberikan hak yang adil dan kompensasi yang wajar atas tanah mereka. 

Penggunaan ikrâh dalam transaksi jual beli pembebasan lahan dapat 

mengurangi perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan menyebabkan 

ketidakadilan.
47

 

Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya dengan tegas menolak penggunaan 

ikrâh dalam transaksi jual beli dan berbagai transaksi lainnya sebagai akad 

muamalah termasuk pada transaksi pembelian lahan. Al-Qardhawi berargumen 

bahwa ikrâh melanggar prinsip kebebasan (al-hurriyah) dan keadilan dalam 

Islam. Setiap transaksi jual beli harus didasarkan pada kehendak bebas dari 

kedua belah pihak yang terlibat. Penggunaan ikrâh akan merugikan pihak yang 

terpaksa menjual tanahnya atau membeli tanah yang sebenarnya tidak 

diinginkan. Beliau menyarankan adanya alternatif yang lebih adil dan etis 

dalam transaksi jual beli pembebasan lahan. Salah satu alternatif yang 
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dianjurkan adalah pendekatan negosiasi yang baik antara pihak yang ingin 

membeli tanah dan pemilik tanah. Negosiasi yang jujur, saling menghormati, 

dan saling menguntungkan harus diutamakan untuk mencapai kesepakatan yang 

adil bagi kedua belah pihak.
48

 

Salman bin Fahd al-Oadah seorang ulama Fiqh kontemporer beliau 

menyatakan bahwa ikrâh pada transaksi jual beli dapat memberikan pengaruh 

yang sangat besar terhadap keabsahan transaksi. Transaksi yang dilakukan di 

bawah ikrâh tidak mencerminkan persetujuan yang jujur dan bebas. Oleh 

karena itu, transaksi semacam itu bisa dianggap tidak sah.
49

 

Transaksi jual beli yang saling rela dilandasi oleh ketulusan dan 

keikhlasan dari kedua belah pihak. Penjual dengan ikhlas menawarkan barang 

atau layanan yang dimilikinya dengan harapan dapat memberikan manfaat dan 

kepuasan kepada pembeli. Begitu pula sebaliknya, pembeli dengan ketulusan 

mencari barang atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa 

adanya tekanan atau paksaan dari pihak penjual. Ketulusan dalam transaksi jual 

beli menciptakan kedamaian dalam hati setiap individu yang terlibat. Kedua 

belah pihak merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam 

menjalankan transaksi yang dilandasi oleh niat baik dan kesadaran penuh. Hal 

ini mencerminkan keimanan yang kuat dan pengamalan nilai-nilai agama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kedua belah pihak bebas untuk memutuskan tanpa adanya tekanan atau 

paksaan, kepercayaan dalam transaksi tersebut akan terjaga. Hal ini juga akan 

menciptakan hubungan yang lebih baik antara penjual dan pembeli, yang pada 

akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Menciptakan 

hubungan transaksi yang baik dan saling percaya akan memperkuat jaringan 

bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
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Transaksi jual beli yang saling rela tidak hanya memberikan manfaat 

secara materi, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Ketika transaksi dilakukan 

dengan saling rela, ikatan sosial antara penjual dan pembeli menjadi lebih kuat. 

Terjalinlah hubungan yang harmonis dan saling menghormati, yang membawa 

kedamaian dalam komunitas dan masyarakat. Selain itu, transaksi yang rela juga 

memberikan manfaat spiritual. Setiap individu terlibat dalam transaksi tersebut 

memiliki kesempatan untuk beramal dan mendapatkan pahala. Dalam Islam, 

setiap tindakan yang dilakukan dengan niat baik dan dilandasi oleh keikhlasan 

dianggap sebagai ibadah. Dengan demikian, transaksi jual beli yang dilakukan 

dengan saling rela dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah 

dan meningkatkan kualitas spiritual kita. 

Dalam kesimpulan, pendapat ulama mengenai ikrâh pada transaksi jual 

beli masih terbagi. Ada ulama yang menyatakan transaksi tersebut sah, 

sementara yang lain menyatakan transaksi tersebut batal. Meskipun demikian, 

prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan sukarela, dan kebebasan dalam transaksi 

jual beli tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam memahami hukum 

ikrâh. Pada prinsipnya unsur ikrâh dengan berbagai tingkatannya dapat 

dinyatakan sebagai  pemaksaan yang  akan mempengaruhi terhadap kualitas 

transaksi jual beli tersebut. Untuk itu para pihak harus bisa memastikan diri 

pada saat melakukan transaksi jual beli dan memiliki kesadaran terhadap 

kebutuhan transaksi yang dilakukannya, baik pada kebutuhan objek transaksi 

maupun pemahaman terhadap akad yang dilakukan, baik akadnya dilakukan 

secara verbal maupun dalam bentuk tertulis. Para pihak harus memiliki 

kesadaran terhadap seluruh aspek akad yang dilakukan, dan tidak mengandung 

unsur paksaan terhadap akad yang dilakukannya, karena hal tersebut jelas akan 

berdampak terhadap akad yang dilakukannya. 

Transaksi jual beli yang saling rela dilandasi oleh ketulusan dan 

keikhlasan dari kedua belah pihak. Penjual dengan ikhlas menawarkan barang 

atau layanan yang dimilikinya dengan harapan dapat memberikan manfaat dan 
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kepuasan kepada pembeli. Begitu pula sebaliknya, pembeli dengan ketulusan 

mencari barang atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa 

adanya tekanan atau paksaan dari pihak penjual. Ketulusan dalam transaksi jual 

beli menciptakan kedamaian dalam hati setiap individu yang terlibat. Kedua 

belah pihak merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam 

menjalankan transaksi yang dilandasi oleh niat baik dan kesadaran penuh. Hal 

ini mencerminkan keimanan yang kuat dan pengamalan nilai-nilai agama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kedua belah pihak bebas untuk memutuskan tanpa adanya tekanan atau 

paksaan, kepercayaan dalam transaksi tersebut akan terjaga. Hal ini juga akan 

menciptakan hubungan yang lebih baik antara penjual dan pembeli, yang pada 

akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Menciptakan 

hubungan transaksi yang baik dan saling percaya akan memperkuat jaringan 

bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

Transaksi jual beli yang saling rela tidak hanya memberikan manfaat 

secara materi, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Ketika transaksi dilakukan 

dengan saling rela, ikatan sosial antara penjual dan pembeli menjadi lebih kuat. 

Terjalinlah hubungan yang harmonis dan saling menghormati, yang membawa 

kedamaian dalam komunitas dan masyarakat. Selain itu, transaksi yang rela juga 

memberikan manfaat spiritual. Setiap individu terlibat dalam transaksi tersebut 

memiliki kesempatan untuk beramal dan mendapatkan pahala. Dalam Islam, 

setiap tindakan yang dilakukan dengan niat baik dan dilandasi oleh keikhlasan 

dianggap sebagai ibadah. Dengan demikian, transaksi jual beli yang dilakukan 

dengan saling rela dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah 

dan meningkatkan kualitas spiritual kita. 
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C. Pendapat Ulama tentang Ikrâh pada Transaksi Jual Beli Untuk 

Kebutuhan Negara dan Publik 

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat harus senantiasa 

memikirkan instrumen dan sarana prasarana untuk kebutuhan masyarakat. 

Untuk itu pemerintah harus memiliki program perenwanaan dan realisasi 

pembangunan untruk memudahkan masyarakat memproleh berbagai fasilitas 

publik untuk kkepentingan meningfkatkan  kualitas kehidupan yang lebih baik. 

Berbagai bentuk program pembangunan dilakukan oleh pemerintah untuk 

memberikan berbagai kemudahan sehingga masyarakat semakin mudah untuk 

mewujudkan kesejahteraan kehidupannya.  

Pada program pembangunan tersebut umumnya membutuhkan lokasi 

seperti pembangunan jalan, kembatan, gedung dan berbagai fasilitas publik 

lainnya. Maka dalam hal ini penyediaan lokasi menjadi syarat mutlak sebelum 

kegiatan pembagunan dijalankan. Dalam hal ini pemerintah biasanya membuat 

paket lengkap mulai dari penyediaan lokasi sampai tahap pembangunan selesai, 

yang bisanya membutuhkan waktu yang panjang sehingga kegiatan 

pembangunan dapat dijalankan dengan baik. Untuk penentuan lokasi 

pembangunan biasanya dilakukan pada tanah milik pemerintah ataupun harus 

dilakukan proses pembebasan tanah melalui pembelian tanah milik masyarakat. 

Pada proses pembebasan tanah milik masyarakat ini biasanya membutuhkan 

proses yang rumit dan lama sehingga menghabiskan banyak energi disebabkan 

kompleksitas permasalahan yang dihadapi pada tahapan ini.  

Berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, proses pembebasan itu harus 

dilakukan mulai dari identifikasi wilayah lahan yang akan digunakan, 

pembuktian milik, tingkat harga, negoisasi hingga proses pembayaran. Tiap fase 

yang telah disebutkan tersebut memiliki dinamika tersendiri yang biasanya hal 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor baik kondisi masyarakat, kondisi 

wilayah dan juga mekanisme harga serta bergai faktor lainnya yang 



38 
 

 

menyebabkan nilai mark up pada pembebasan lahan tersebut. Padahal, 

semestinya nilai harga harus relevan dengan harga aktual dan juga kondisi serta 

letak tanah yang akan dibebaskan.  

Kompleksitas harga biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor 

sebagaimana yang telah disebutkan diatas, namun pada lazimnya harga 

sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar sebagai patokan dasar untuk 

menetapkan harga suatu obyek transaksi jual beli. Berdasarkan konsep harga 

dan mekanisme pasar, penetapan harga dalam suatu transaksi merupakan 

persetujuan yang dibuat oleh para pihak untuk saling memenuhi kebutuhan. 

Pemenuhan kebutuhan dan transaksi yang dilakukan oleh para pihak tersebut 

cenderung menimbulkan, persaingan dan  usaha  yang lebih kuat dari para pihak 

untuk menetapkan harga agar pihak lainnya akan membayar sesuai dengan 

harga yang ditetapkan.
50

 Namun dalam hal tersebut tentu saja akan 

menimbulkan ketimpangan dalam mekanisme pasar terutama untuk obyek-

obyek transaksi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum atau publik 

sebagaimana yang diajukan oleh pemerintah dalam pembangunan jalan, 

jembatan dan berbagai sarana publik lainnya. 

 Tataran tertentu pihak penjual sepenuhnya harus tunduk terhadap 

mekanisme pasar sehingga tidak dapat menetapkan harga secara sepihak untuk 

memaksa pembeli membayar harga yang telah ditetapkannya. Namun kadang 

kala pada pembebasan lahan pada pembangunan fasilitas publik ada upaya 

pihak pemilik tanah/lahan untuk melakukan mark up secara kolektif dengan 

sesama pemilik tanah sehingga muncul lah rekayasa harga yang menyebabkan 

harga tanah melambung dan tidak sesuai dengan mekanisme pasar.  

Dalam realitas masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh pihak pemilik 

tanah atau penjual akan menguntungkan secara sepihak, namun akan 

memunculkan cost berlebih terhadap harga yang harus dibayar. Hal ini bahkan, 

pada tataran tertentu akan menimbulkan friksi dan sengketa diantara pemilik 
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lahan. Praktek transaksi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dengan 

rakyat terdapat sedikit perbedaan yaitu negara memiliki hak atas tanah yang 

akan dipergunakan atau tidak dipergunakan dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan umum tetapi ketentuan tersebut tidak mendesak kepentingan pribadi 

disebabkan kepentingan umum dan kepentingan pribadi harus saling 

mengimbangi demi tujuan kemakmuran dan keadilan rakyat.
51

  

Pendapat-pendapat ulama mazhab tentang ikrâh dalam transaksi jual beli 

pada pemerintahan dan untuk kepentingan umum memiliki relevansi yang 

penting dalam praktik sosial dan politik. Pemerintah dan para pemangku 

kebijakan harus mempertimbangkan dengan seksama prinsip-prinsip etika dan 

hukum yang dianut oleh mazhab-mazhab tersebut. Penggunaan ikrâh dalam 

transaksi jual beli haruslah dibatasi dan harus selalu mempertimbangkan 

prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kepentingan umum yang lebih luas. 

Beberapa ulama mengizinkan penggunaan ikrâh dalam keadaan tertentu yang 

mendesak, sementara yang lain lebih menekankan pentingnya membatasi 

penggunaan ikrâh dan mempertahankan prinsip keadilan dan kebebasan. 

Relevansi dan implikasi dari pendapat ini harus dipertimbangkan dalam praktik 

sosial, politik, dan bisnis untuk memastikan adanya keseimbangan yang tepat 

antara kepentingan umum dan hak-hak individu. 

Menurut mazhab Hanafi, jika seseorang terpaksa melakukan transaksi 

jual beli untuk kebutuhan negara atau kepentingan umum yang mendesak, 

transaksi tersebut dapat dianggap sah dan diterima. Prinsip kepentingan umum 

(Maslahah) menjadi pertimbangan utama dalam mazhab Hanafi, dan kebutuhan 

negara dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dalam 

transaksi.
52
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Mazhab Maliki berpendapat bahwa ikrâh pada transaksi jual beli untuk 

pembebasan lahan negara tidak mempengaruhi keabsahan transaksi sebagai 

contoh apabila seseorang terpaksa melakukan transaksi untuk kepentingan 

negara, transaksi tersebut tetap sah dan mengikat, asalkan tidak ada unsur 

penipuan atau pemaksaan yang melanggar prinsip-prinsip Islam yang 

mendasar.
53

 

Mazhab Syafi'i memandang bahwa ikrâh dapat mempengaruhi 

keabsahan transaksi jual beli. Namun, jika seseorang terpaksa melakukan 

transaksi untuk kebutuhan negara yang mendesak, transaksi tersebut dapat 

dianggap sah, tetapi dengan syarat bahwa harganya adil dan tidak ada unsur 

penipuan atau penyalahgunaan yang terjadi.
54

 

Mazhab Hanbali memiliki pendekatan yang lebih konservatif terhadap 

ikrâh dalam transaksi jual beli. Menurut mazhab ini, jika seseorang terpaksa 

melakukan transaksi karena kebutuhan negara, transaksi tersebut dapat dianggap 

sah dengan syarat bahwa tidak ada penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi yang 

terjadi dalam transaksi tersebut.
55

 

Dari beberapa pendapat ulama mazhab tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa apabila dalam transaksi jual beli lahan untuk kepentingan negara terdapat 

unsur ikrâh maka transaksi tersebut tetap sah dilakukan atas dasar pertimbangan 

jual beli lahan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat secara umum, 

namun kesepakatan yang dilakukan dalam transaksi jual beli lahan tersebut 

harus disepakati oleh para pihak tanpa adanya unsur penipuan atau eksploitasi 

yang dapat membawa kerugian dan menjadi akibat tidak sahnya transaksi jual 

beli lahan untuk negara. Selanjutnya penulis akan memaparkan pendapat ulama 

kontemporer terkait dengan transaksi jual beli lahan untuk kepentingan negara 

yang mengandung unsur ikrâh. 
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Yusuf al-Qaradawi seorang ulama Sunni terkenal yang memberikan 

pandangan bahwa jika seseorang terpaksa melakukan transaksi jual beli untuk 

kebutuhan negara yang mendesak, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah 

dan diterima. Namun, penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur 

penipuan atau pemaksaan dalam transaksi tersebut.
56

 

Sheikh Abdullah bin Bayyah berpendapat bahwa jika terdapat kebutuhan 

negara yang mendesak dan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam 

keadaan terpaksa, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah. Namun, hal ini 

harus memenuhi syarat-syarat umum transaksi yang adil dan tidak boleh 

melibatkan penipuan atau pemaksaan.
57

 

Sheikh Muhammad Taqi Usmani berpendapat bahwa penggunaan ikrâh 

dalam transaksi jual beli demi kepentingan umum dapat dibenarkan dalam 

keadaan darurat yang membutuhkan tindakan cepat untuk menjaga kestabilan 

dan kepentingan umum. Namun, beliau menekankan bahwa penggunaan ikrâh 

harus diatur dengan ketentuan yang jelas dan hanya digunakan sebagai langkah 

terakhir setelah semua upaya persuasif dan negosiasi telah dilakukan. 

penggunaan ikrâh dalam transaksi jual beli demi kepentingan umum haruslah 

mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan 

umum dan hak-hak individu. Penggunaan ikrâh haruslah dijalankan dengan 

penuh kebijaksanaan dan tidak boleh menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan 

atau pelanggaran terhadap hak-hak individu yang dijamin dalam Islam.
58

 

Sheikh Salman Al-Oada berpendapat bahwa penggunaan ikrâh dalam 

transaksi jual beli demi kepentingan umum dapat dibenarkan dalam beberapa 

keadaan tertentu. Menurutnya, dalam situasi darurat yang mengancam 

kestabilan masyarakat atau negara, pemerintah dapat menggunakan ikrâh 

sebagai alat untuk mencapai kepentingan umum yang lebih besar. Syeikh Al-

Oada menekankan bahwa penggunaan ikrâh dalam hal ini haruslah terbatas 
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pada kondisi-kondisi yang benar-benar mendesak dan harus mempertimbangkan 

prinsip keadilan serta keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak 

individu. Transaksi jual beli demi kepentingan umum harus diatur dengan 

ketentuan yang jelas dan tertulis. Hal ini penting agar penggunaan ikrâh tidak 

disalahgunakan atau menjadi alat untuk tindakan sewenang-wenang. Pemerintah 

harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan umum yang 

dikejar tidak melanggar hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan dalam 

bertransaksi.
59

 

Transaksi yang dilakukan dalam pembebasan lahan melibatkan dua 

kepentingan antara pemilik tanah dengan Pemerintah. Para pihak saling 

melakukan kesepakatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu 

kaidah fiqih disebutkan bahwa “Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan 

daripada kemaslahatan yang khusus”
60

 Kaidah tersebut menegaskan bahwa 

apabila terjadi pertentangan antara kepentingan publik dan kepentingan yang 

khusus, maka kepentingan yang bersifat umum untuk kesejahteraan bersama 

harus lebih diutamakan. Hukum Islam memberikan kelonggaran dan keringanan 

pada tujuan syariat untuk transaksi yang dilakukan pada kepentingan umum 

baik dalam keadaan terdesak atau memiliki syarat tertentu. 

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan pemindahan hak 

pembebasan tanah dari pihak pemilik dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum tersebut harus karena kondisi 

terpaksa secara waktu maupun tempat dan tidak ada solusi lain yang 

tersedia, atau urgensi pembangunan sarana umum  tersebut sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat umum tidak mungkin untuk tidak terlaksana. 

Seperti yang disebutkan dalam sebuah kaidah Fiqhiyyah yaitu 

“Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang” 
61
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b. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum bukan untuk komersil atau 

kepentingan pribadi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI 

Dalam Musyawarah Nasional VII tahun 2005 No. 8/MUNAS 

VII/MUI/12/2005 yang merumuskan dan menetapkan fatwa tentang 

perubahan hak milik pribadi untuk kepentingan umum.  

Pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat 

sebagai warga masyarakat dalam negara hukum Indonesia. Pembangunan adalah 

untuk rakyat atau dengan kata lain untuk kemaslahatan umum jangan sampai 

rakyat justru menjadi korban pembangunan. Masalah kepentingan umum dalam 

pembebasan tanah harus lebih kuat maslahat-nya daripada mafsadat-nya. 

Dampak dari ikrâh tidak hanya dirasakan oleh pemilik tanah, tetapi juga 

oleh masyarakat luas. Ketidakpuasan, ketegangan, dan konflik sosial dapat 

timbul akibat ketidakadilan yang terjadi dalam pembebasan lahan. Kesenjangan 

sosial dan ketimpangan ekonomi bisa semakin memperdalam kesenjangan 

antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam transaksi pembebasan 

lahan yang melibatkan ikrâh, pemilik tanah sering kali tidak mendapatkan 

imbalan yang adil atau setara dengan nilai riil tanah mereka. Mereka mungkin 

hanya menerima kompensasi yang rendah, tidak mencukupi untuk membeli 

lahan baru atau memulai bisnis baru. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi 

yang signifikan bagi pemilik tanah yang terkena dampak ikrâh. Namun dampak 

buruk dari ikrâh berdampak pada psikologis yang dirasakan oleh pemilik tanah 

yang terpaksa menjual lahan mereka. Mereka dapat mengalami perasaan putus 

asa, ketidakadilan, atau kehilangan identitas dengan tanah mereka yang telah 

dikuasai secara paksa. Tekanan emosional juga bisa muncul sebagai akibat dari 

pengalaman yang traumatis ini. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembangunan yang bertujuan 

untuk menssejahterakan rakyat hal ini harus sesuai dengan aspek peraturan yang 

berlaku tanpa terbatas pada segelintir pihak agar setiap aspek dari aturan dan 

pembangunan tersebut bersifat adil dan dapat dimanfaatkan oleh publik dan 
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masyarakat tanpa ada syarat dan limitasi ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam 

syariat Islam pada akad jual beli yaitu setiap transaksi yang dilakukan harus 

berdasarkan saling merelakan tanpa ada keterpaksaan. Ikrâh dalam transaksi 

jual beli dapat merusak hubungan antara para pihak. Kerusakan hubungan ini 

bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan sulit untuk diperbaiki. 

Praktik ikrâh dalam transaksi jual beli dapat memicu timbulnya konflik yang 

lebih besar dan bisa memperburuk situasi dan meningkatkan konflik yang sulit 

untuk diselesaikan.  
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BAB III 

ANALISIS IKRÂH PADA TRANSAKSI JUAL BELI 

UNTUK FASILITAS PUBLIK DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ 

 

A. Tahapan dan Proses Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik di 

Wilayah Indrapuri 

Pemerintah Indonesia dalam periode kepemimpinan 2019-2024 memiliki 

target besar untuk menghubungkan seluruh wilayah provinsi di sumatra melalui 

jaringan jalan tol, untuk mempermudah akses hubungan transportasi darat bagi 

masyarakat baik untuk mobilitas barang maupun orang, sehingga seluruh 

masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas publik tersebut untuk berbagai tujuan 

dan fungsinya. Pembangunan jaringan jalan tol tersebut dilakukan secara 

bertahap dalam jangka 10 Tahun dengan total  panjang ruas jalan yang telah 

dibangun 1679.21 KM dari tahun 2015 sampai tahun 2022 .
62

    

Pembangunan jaringan jalan tol di Provinsi Aceh sebagai wilayah paling 

barat dari pulau Sumatera ini sepanjang 74 KM, yang dimulai dari Kabupaten 

Aceh Tamiang sebagai perbatasan Aceh dan Sumatera Utara dan berakhir di 

Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan pintu tol terakhir di 

Gampong Kecamatan Baitussalam.
63

 

Pembangunan jalan tol ini telah ditetapkan fase-fasenya sebagai tahapan 

proses yang harus dilakukan oleh kontraktor pembangunannya yaitu PT. Adhi 

Karya Fase awal pembangunan jalan tol ini dimulai dengan penetapan wilayah 

yang akan dibangun jalan tol. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar, 

perlintasan yang dibangun jalan tol ini mencakup Kecamatan Baitussalam, 

Darussalam, Kuta Baro, Blang Bintang, Montasik, Indrapuri, Kuta Cot Glie, 

Jantho, Lembah Seulawah dan Seulimum. 
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Permasalahan yang paling rumit pada fase awal yang dihadapi pada 

pembangunan jalan tol ini, pada penetapan wilayah gampong dan pembebasan 

lahan, karena terkait kepemilikan tanah dengan proses pembuktian yang rumit 

serta penetapan harga, yang sukar diperoleh kata sepakat, yang disebabkan 

banyak aspek yang mempengaruhi, terutama pada nilai satuan harganya, yang 

seharusnya dilihat pada NJOP (nilai jual objek pajak) dan harga riil sesuai 

dengan harga aktual dalam mekanisme pasar  suatu bidang tanah yang akan 

dibangun jalan tol ini.  

Kerumitan pada penentuan dan penetapan harga mengalami 

kompleksitas disebabkan beberapa masyarakat yang merupakan pemilik tanah, 

memiliki beragam pendapat dan juga kepentingan, sehingga kata sepakat sukar 

dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat 

Gampong Suot Tunong Kecamatan Indrapuri, bahwa persoalan yang rumit 

ditetapkan pada tahapan awal ini adalah harga, yang jelas sangat berbeda antara 

satu wilayah dengan wilayah lainnya, terutama disebabkan letak atau lokasi 

tanah tersebut dan juga jenis lahan nya. Seperti tanah yang terletak dalam 

wilayah pemukiman suatu gampong akan berbeda harganya dengan tanah yang 

terletak di pinggir hutan atau areal perkebunan dan persawahan.
64

   

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari  Dinas PUPR bahwa sebelum 

pelaksanaan kegiatan, pemerintah telah menjelaskan dan mensosialisasikan 

tentang seluruh aspek dan tahapan kegiatan, dan juga mengkonsolidasikan 

seluruh aspek pembangunan dan keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses 

pembangunan tersebut. Selanjutnya dalam realisasi pembangunan  tersebut 

Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR  memberikan informasi yang berkaitan 

dengan pembangunan infrastruktur jalan tol mulai tahun 2017, dengan 

pematokan lahan oleh petugas dari PU. Dalam proses pematokan lahan ini 

masih terdapat juga polemik dalam masyarakat termasuk pihak  pemilik tanah 
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yang belum mendapatkan informasi lengkap tentang tahapan pembangunan tol, 

termasuk pematokan lahan sebelum pembebasan lahan dilakukan oleh 

pemerintah secara bertahap.
65

 

Tahapan pada pengadaan tanah Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh 

termasuk salah satu kategori tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

skala besar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum jo. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja.  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

diselenggarakan melalui tahapan : 

a. Perencanaan Pengadaan Tanah, 

  Tahapan perencanaan pengadaan tanah merupakan tahap yang 

dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini BPN 

dan PUPR melakukan proses penyusunan DPPT (Dokumen Perencanaan 

Pengadaan Tanah) baik secara teknis maupun non teknis. Penyusunan 

DPPT tersebut dilakukan berdasarkan studi kelayakan dengan 

cangkupan survei terhadap sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis 

biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, 

kemudian pihak instansi melakukan perbandingan terhadap perkiraan 

harga tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang timbul dari 

akibat pengadaan tanah dan proses pembangunan. Dokumen 

perencanaan tersebut selanjutnya diserahkan oleh instansi yang 

memerlukan tanah kepada Gubernur yang melingkupi wilayah dimana 

letak tanah berada. 

b. Persiapan Pengadaan Tanah 

  Pada tahap persiapan pengadaan tanah selanjutnya dilaksanakan 

oleh badan pemerintahan yang terdiri dari Bupati/Walikota, SKPD 
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(Satuan Kerja Perangkat Daerah)Provinsi yang terkait, instansi yang 

memerlukan tanah, dan instansi terkait lainnya. Proses awal yang 

dilakukan pada tahap ini yaitu pemberitahuan dan sosialisasi rencana 

pembangunan kepada masyarakat terkait dengan lokasi pembangunan, 

proses sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara tatap muka, surat 

pemberitahuan, atau media cetak maupun media cetak elektronik yaitu 

paling lama 20 hari paling lama setelah DPPT diterima. Selanjutnya 

pendataan awal pada lokasi rencana pengadaan dan objek tanah yang 

dilakukan bersama aparat kelurahan/desa. Hasil pendataan dituangkan 

dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang 

ditandatangani Ketua Tim Persiapan sebagai bahan untuk pelaksanaan 

Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagai upaya untuk 

mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang 

Berhak dan terkena dampak pengadaan.  

  Penetapan Lokasi Pembangunan ditentukan atas dasar 

kesepakatan dari para pihak baik berdasarkan pihak yang keberatan 

maupun pihak yang setuju terhadap proses pengadaan tersebut. 

Penetapan Lokasi Pembangunan dilampirkan pada peta lokasi 

pembangunan yang disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. 

Pengumuman atas Penetapan Lokasi diumumkan paling lambat dalam 3 

hari dengan cara diumumkan di kantor Kelurahan/Desa atau kantor 

Kabupaten/Kota. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan 

dilaksanakan selama 14 hari kerja. 

c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah,  

  Tahapan pelaksanaan tanah merupakan pengukuran dan 

pemetaan tanah secara bidang per-bidang sekaligus pengumpulan data 

Pihak yang berhak terhadap objek Pengadaan Tanah. Selain itu 

pelaksanaan juga wajib melakukan pengumuman terhitung selama 14 

hari kerja tentang informasi yang memuat hasil inventarisasi dan 
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identifikasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah di kantor kelurahan/desa atau kantor kecamatan. 

Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan apabila tidak menerima 

hasil inventarisasi kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam 

waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak hasil inventarisasi telah 

diumumkan 

  Selanjutnya proses hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut 

menjadi dasar terhadap penetapan besarnya nilai ganti kerugian oleh 

ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil dar penilaian jasa 

penilai atau penilai publik yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua 

Pelaksana Pengadaan Tanah yang penilainya dilaksanakan paling lama 

30 hari kerja. Proses terakhir yaitu diadakannya musyawarah kepada 

para pihak terhadap hasil penilaian oleh Ketua Pelaksana Pengadaan 

Tanah untuk selanjutnya para pihak dapat menetapkan bentuk atau 

besarnya hasil dari nilai ganti kerugian.  

  Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja 

setelah musyawarah. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan 

Negeri, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.  

d. Penyerahan hasil 

   Tahap penyerahan hasil akhir penilaian dan pendataan oleh 

Ketua panitia pelaksana pengadaan panah kepada instansi yang 

memerlukan tanah paling lama 7 hari kerja. Instansi yang memerlukan 

tanah selanjutnya wajib melakukan pendaftaran terhadap sertifikasi 

tanah untuk dapat dimulai proses pembangunan. 

Berdasarkan data yang dirilis pemerintah bahwa data wilayah 

pembangunan  jalan tol Sigli – Banda Aceh harus melalui melalui 3 seksi yang 

merupakan Panjang ruas jalan yang akan dibangun dalam 3 termin waktu yaitu:  
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a. Seksi 1 untuk wilayah Padang Tidji sampai Seulimum sepanjang 24,67 

Km,  

b. Seksi 2 untuk wilayah Seulimum sampai Jantho sepanjang 6,26 Km, dan  

c. Seksi 3 untuk  Jantho sampai Indrapuri sepanjang 16,37  Km dan 

Indrapuri sampai Blang Bintang sepanjang 14,6 Km.  

Untuk area perlintasan pembangunan jalan tol di wilayah Kecamatan 

Indrapuri ini penulis paparkan dalam  bentuk data tabel sebagai perincian 

Panjang perlintasan yang akan dibangun, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Wilayah Gampong yang menjadi Area Pembangunan Tol  

dalam Wilayah Kecamatan Indrapuri 

 

Tol Seksi 3 

 Wilayah Kecamatan indrapuri 

No. Nama Gampong Panjangan Jalan m(Meter) 

1 Lampanah Dayah 250.459 m 

2 Lampanah Tengoh 131.978 m 

3 Lampanah Ranjo 94.883 m 

4 Lamlung 108.340 m 

5 Seuot Tunong 147.922 m 

6 Seuot Baroeh 4.975 m 

7 Cureh 141.327 m 

8 Cot Kareng 149.141 m 

9 Mesalee 129.246 m 

10 Lampanah Tunong 37.348 m 

11 Lampanah Baroe 66.088 m 

Total 1.261.707 m 

(Sumber data : Data dokumentasi BPN KANWIL ACEH 2023) 
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Dalam proses pengadaan tanah proses penilaian disebut juga dengan 

pergantian harga yaitu nilai pasar ditambah dengan nilai pasar premium, proses 

penentuan nilai ini apabila berbeda tujuan maka dasar penentuan nilai juga 

berbeda. Dasar hukum untuk profesi penilai publik terdapat pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Penilai Publik. Pada 

pengadaan tanah ada dua macam bentuk penilaian yaitu penilaian skala besar 

dan juga skala kecil dalam hal pengadaan jalan tol untuk kebutuhan publik 

penilaian yang dilakukan merupakan jenis penilaian dan pengadaan tanah dalam 

skala besar, penilaian tidak dapat dilakukan secara instan dengan mengikuti 

ZNT (zona nilai tanah) namun penilaian harus dilakukan secara bidang per-

bidang. 
66

 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada Kantor Jasa Penilai 

Publik, Iwan Bachron dan rekan cabang Banda Aceh yang beralamat di 

Lambhuk terkait dengan pengadaan lahan untuk fasilitas publik kantor cabang 

tersebut tidak terjun langsung sebagai panitia dalam penilaian nilai tanah untuk 

pengadaan lahan namun pihak KJPP tersebut dapat memberikan keterangan 

bagaimana proses dan prosedural penetapan nilai tanah untuk pengadaan tanah 

pada fasilitas publik secara umum. Hal ini disebabkan penggunaan metode 

pendekatan terhadap proses untuk memperoleh informasi terhadap nilai tanah 

yang akan dibebaskan oleh   kantor cabang KJPP  berbeda-beda yang 

disesuaikan dengan kultur suatu wilayah, terutama pada tahapan hearing antara 

tokoh masyarakat, pemilik tanah dan juga petugas KJPP. Untuk itu diperlukan 

tindakan komprehensif untuk proses memberikan penilaian juga KJPP khusus 

dengan pemenuhan klasifikasi tertentu.
67

 

Dalam proses penilaian harga tanah untuk pengadaan tanah maka 

tahapan yang dilakukan oleh pihak KJPP sebagai panitia pembebasan lahan 
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yaitu Pengadaan tanah dinilai oleh penilai pertanahan yaitu penilai publik yang 

memiliki lisensi dari badan pertanahan sedangkan jasa penilai publik merupakan 

penilai yang memiliki lisensi dari Kementerian Keuangan, menurut Permen 

ATR/BPR No. 17 Tahun 2022 ada berbagai macam ruang lingkup penilaian 

yang dilakukan oleh jasa penilaian publik di antaranya yaitu sebagai berikut. 

a) Perencanaan pengadaan tanah; 

b) Pelaksanaan pengadaan tanah; 

c) Pengadaan tanah skala kecil; 

d) Penilaian objek P3MB dan prk.5; 

e) Penilaian objek konsolidasi tanah; 

f) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan 

tanah untuk pembangunan Nasional; 

g) Perhitungan nilai ganti rugi sebagai dampak dari kegiatan penggunaan 

dan pemanfaatan ruang atas tanah dan bawah tanah; dan 

h) Lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

 

Pihak panitia ini berkewajiban melakukan penetapan kontrak dan 

penugasan, yang menugaskan penilaian tanah ialah instansi yang membutuhkan 

tanah dalam hal ini seperti PUPR atau BPN, masing-masing instansi memiliki 

tugas tersendiri seperti mengukur dan melakukan pendataan tanah dan objek 

tanah. Pendataan  persil tanah yang akan dibebaskan didasarkan pada ketentuan  

yuridis formal yang dituangkan dalam SOP. Secara prosedural,  Ada beberapa 

tahapan yang dilakukan dalam penilaian mulai dari validasi tugas dan kontrak, 

inspeksi, analisis dan membuat kesimpulan.  

Dalam memberikan penilaian Penilai harus tunduk kepada SPI (Standar 

penilai Indonesia) sebagai petunjuk teknis dalam memberikan penilaian.
68

 

Penilaian dilakukan terhadap objek-objek pembebasan lahan meliputi tanah, 

tanaman, bangunan, ruang atas dan ruang bawah tanah, benda yang berkaitan 

dengan tanah atau bentuk kerugian lain yang dapat dinilai.
69
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Dalam memastikan transparansi penilaian, penilaian dilakukan dengan 

perolehan informasi yang didapat dalam bentuk informasi input yaitu data yang 

didapat dari instansi yang membutuhkan tanah seperti data DPPT, peta bidang 

tanah dan daftar nominatif yang memuat rincian persil yang kemudian 

dilakukan perbandingan informasi nilai persil secara umum yang di ambil dari 

harga pasar, untuk nilai bangunan menggunakan indeks tertentu yang telah 

ditentukan pada standar nilai tanah di kabupaten di wilayah tersebut, untuk 

penilaian tanaman menggunakan standar yang dikeluarkan oleh instansi, serta 

penilaian juga mencangkup penentuan biaya notaris menggunakan tarif standar 

notaris. 
70

 

Faktor yang diperhatikan dalam proses penilaian yaitu penilaian baik 

secara fisik maupun non fisik. Penilaian fisik dapat berupa lokasi tanah, posisi 

tanah, luas tanah, aspek legal, perbedaan hadap tanah, bentuk tanah, lebar jalan, 

kelas jalan, bentuk permukaan tanah, dan juga perbedaan peruntukan yang 

berbeda ada peraturan khusus untuk tanah yaitu seperti peraturan tanah jenis 

KDB atau Koefisien Dasar Bangunan yang merupakan nilai persentase 

perolehan setelah membandingkan luas lantai dasar dengan luas tanah dan KLB 

atau Koefisien Lantai Bangunan yang merupakan perbandingan total luas lantai 

bangunan yang diperbolehkan untuk dibangun dalam kaitannya dengan tapak 

dimana bangunan itu terletak. Penilaian non-fisik seperti lamanya waktu hunian 

rumah yang berpengaruh pada emotional pemilik rumah dan hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap proses penilaian, perbedaan penghasilan usaha yang 

dilakukan pada persil, faktor-faktor ekonomi perbedaan jenis usaha juga 

menjadi dasar dalam penentuan nilai.
 71

 

 Penulis menyimpulkan bahwa tahapan hingga proses pengadaan tanah 

skala besar dilakukan oleh beberapa lembaga seperti PPAT,BPN hingga KJPP, 

                                                             
 70 Hasil wawancara dengan, Nurul Azmi Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik cabang 
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tahapan yang dilalui ada empat yaitu persiapan, pengadaan, pelaksana dan 

penyerahan hasil, fokus kajian penulis terdapat pada tahapan pelaksanaan yaitu 

berkaitan dengan Problematika yang terjadi dalam proses pengadaan tanah 

umumnya terdapat pada kesalahpahaman masyarakat yang hanya mengarah 

pada tahapan persiapan dan penilaian. Anggapan masyarakat terkait dengan 

Informasi terhadap bentuk Penilaian hanya secara fisik namun ada juga 

penilaian nonfisik,  selanjutnya setiap tahapan yang telah selesai pihak 

pengadaan tanah melakukan pengumuman secara terbuka dan dapat diumumkan 

kepada para pihak yang berhak namun pemaparan informasi terkait penilaian 

fisik ataupun non fisik memakan waktu yang relatif  lama.  

 

B. Analisis Ikrâh dalam Transaksi Jual Beli Tanah Untuk Fasilitas 

Publik di Wilayah Indrapuri 

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lokasi penelitian bahwa pada 

dasarnya   masyarakat menolak keras sistem dan mekanisme penetapan  harga 

yang dilakukan oleh pemerintah karena cenderung   tidak dialogis, tanpa dapat 

dinegosiasikan oleh pihak pemilik tanah dan lahan yang akan dibangun tol. 

Masyarakat komplain dan menolak keras harga yang ditetapkan sepihak tersebut 

karena jauh dari prediksi dan estimasi harga. Meskipun pemerintah melibatkan 

pihak KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) untuk penetapan tarif tanah ini. 

Namun hal tersebut tetap tidak menimbulkan kepuasan terhadap harga yang 

ditetapkan dari sebagian kalangan masyarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemilik tanah yang terpaksa 

melepaskan aset yang dimilikinya di bawah standar harga yang diinginkannya 

bahkan sebagian pemilik tanah juga menganggap bahwa ukuran tanah yang 

semestinya harus dibayar  karena   dikurangi di beberapa bagian pihak pemilik 

tanah pernah diberikan data laporan pematokan wilayah tanah yang tidak 

termuat detail pengukuran atau data kosong untuk kemudian ditanda tangani, 

namun pemilik tanah melakukan penolakan dan meminta kejelasan terkait data 
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kosong tersebut kepada panitia pembebasan lahan yang menjelaskan bahwa data 

pengukuran tanah tersebut tidak di input ke dalam aplikasi, panitia pembebasan 

lahan kemudian memberikan masa sanggahan selama 14 hari atau pengumuman 

bertahap yang diumumkan di kantor kepala desa.  Pemilik tanah menunggu 

pengumuman data tersebut dan tidak mendapatkan pengumuman yang 

dijanjikan oleh pihak pembebasan lahan. pemilik tanah kembali mengajukan 

bentuk keberatan terhadap panitia pembebasan lahan, panitia pembebasan lahan 

kemudian mengancam bahwa pemilik tanah dapat dipidana terhadap bentuk 

penolakan tersebut.
72

 

 Reaksi pemilik lahan terhadap kebijakan dan ketetapan pemerintah  

sehingga berakumulasi pada penolakan terhadap pengukuran yang dilakukan 

oleh pihak PU namun pihak PU tidak dapat menerima penolakan tersebut terkait 

dengan penolakan yang dilakukan oleh pemilik tanah harus dilakukan pada 

kantor BPN. Dalam proses pembebasan lahan pemilik tanah mendapatkan surat 

pernyataan yang diberikan oleh PU untuk disetujui yang menyatakan bahwa 

pemilik tanah tidak keberatan memberikan area lahan yang mencangkup 

bangunan rumah sebagai lahan yang akan dijadikan infrastruktur tol, oleh sebab 

itu pemilik kemudian marah dan menolak menandatangani petisi tersebut. 

setelah melalui proses pengukuran para pihak mendapatkan undangan dari pihak 

pembebasan lahan untuk menjelaskan skema pembayaran lahan yang diberikan 

oleh negara. pemilik tanah memenuhi undangan tersebut, pihak BPN, PUPR dan 

panitia pembebasan lahan jalan tol menjelaskan bahwa  lahan yang pemerintah 

akan memberikan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibayarkan oleh 

masyarakat pada umumnya dan tidak merugikan pemilik tahan.
73

 

Dalam proses pengadaan tanah untuk fasilitas publik pihak Kantor BPN 

dan P2T (Pelaksana Pengadaan Tanah) bertugas sebagai pihak yang melakukan 

                                                             
72

Hasil wawancara dengan, Usriani Masyarakat Gampong Suot Tunong Kec. Indrapuri 

pada tanggal 13 Oktober 2022 di Indrapuri 
73 Hasil wawancara dengan, Usriani Masyarakat Gampong Suot Tunong Kec. Indrapuri 

pada tanggal 13 Oktober 2022 di Indrapuri 
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pendataan dan pengukuran terhadap tanah, bangunan dan objek-objek yang 

berkaitan dalam pembebasan lahan. Pihak BPN menerima sanggahan terhadap 

pengukuran yang diajukan oleh pemilik tanah dengan waktu yang diberikan 

oleh pihak BPN untuk menyanggah pengukuran itu selama 14 hari. Kemudian 

akan melakukan peninjauan ulang terhadap pengukuran tanah untuk 

menyesuaikan dengan sanggahan dari pemilik tanah. Dalam hal ini BPN 

memiliki dua satuan tugas khusus yaitu Satgas A dan Satgas B yang memiliki 

tugas dan fungsi yang berbeda Satgas A bertugas sebagai pihak yang melakukan 

pengukuran dan peninjauan langsung ke lapangan untuk pengukuran tanah dan 

Satgas B bertugas sebagai tim yang merespon dan meninjau sanggahan pemilik 

tanah dari segi yuridis namun dalam masyarakat terjadi kesalahpahaman terkait 

dengan penetapan nilai  tanah.
74

 Masyarakat berasumsi bahwa penetapan tinggi 

atau rendahnya nilai panah merupakan tanggung jawab dari BPN namun dalam 

pengadaan tanah untuk sesuai dengan PMK No.101 Thn.2014 dan PMK No.228 

Thn. 2019 Pihak yang berwenang dalam menetapkan nilai tanah dan objek-

objek pada pembebasan lahan itu merupakan tanggung jawab KJPP. 

Pemilik tanah mencari perlindungan hukum dari Ombudsman Aceh dan 

pihak pengadilan akan tetapi pihak perlindungan hukum tidak dapat membantu 

pemilik tanah terkait dengan area rumah yang terkena jalan tol namun pemilik 

tanah tidak menyetujuinya, seharusnya pihak panitia pembebasan lahan 

mempertimbangkan bahwa wilayah pemilik tanah merupakan area yang 

strategis untuk dijadikan lahan bisnis dikarenakan pemilik lahan memiliki satu 

warung kopi dan rumah yang berhadapan langsung dengan jalan lintas 

penghubung Aceh dan Sumatera utara.
75

 

Dalam surat  tanggapan pelapor dan permintaan terhadap perlindungan 

hukum pemilik tanah kepada ombudsman Republik Indonesia dengan nomor 

                                                             
 

74
 PP No.19 tahun 2021 pasal 58 ayat 1-4 

 75 Hasil wawancara dengan, Usriani Masyarakat Gampong Suot Tunong Kec. Indrapuri 

pada tanggal 13 Oktober 2022 di Indrapuri 
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surat 008/SRT/0136.2020/BNA-RB/III/2021 bahwa Ombudsman telah 

menindaklanjuti laporan pemilik tanah, mengenai duaan maladministrasi terkait 

dengan pengukuran dan pendataan tanah beserta bangunan tol Sigli-Banda aceh 

seksi III (Indrapuri-Jantho) yang tidak sesuai dengan data dari pemilik tanah 

yang dilakukan oleh badan pertanahan nasional kantor wilayah provinsi Aceh.  

Pemilik tanah kemudian mendapatkan surat klarifikasi dari Badan 

Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Aceh melalui surat denan nomor : 

1494/PPT-TOL/II/2021 tanggal 24 februari 2021 yang menegaskan dan 

menjelaskan kembali laporan keberatan yang diajukan oleh pemilik tanah 

bahwa: 

Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh termasuk salah satu 

kategori kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

diselenggarakan melalui tahapan : 

1. Perencanaan Pengadaan Tanah, dilaksanakan oleh Instansi yang 

memerlukan tanah; 

2. Persiapan Pengadaan Tanah, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;  

3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan:  

4. Penyerahan hasil, dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan. 

Penjelasan dan/atau klarifikasi atas laporan dalam surat pemilik tanah 

laporan angka 1, yaitu : 

a. Bahwa dalam hal pematokan terhadap tanah yang akan ditetapkan 

sebagai trase Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh pada Tahun 2017 

sebagaimana disampaikan Pelapor kepada Saudara, Kantor Wilayah 

BPN Provinsi Aceh tidak mempunyai kewenangan dan tidak bertugas 
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dalam pematokan tanah dimaksud, karena hal tersebut dilaksanakan pada 

tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah. 

b. Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh bertugas dalam hal tahapan 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dibentuk dengan susunan 

keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

BPN Provinsi Aceh Nomor 1349/KEP- 11.15/XII/2017 Tanggal 20 

Desember 2017 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli - Banda Aceh dan 

Sekretariat sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan 

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Nomor 

89.1/KEP-11.15/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020. 

c. Saudara M. Iswanur Abrar dalam hal ini Pelapor adalah pemilik atas 

bidang tanah dengan alat bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 

4 seluas 4.013 m² yang terletak di Gampong Seuot Tunong, Kecamatan 

Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. namun berdasarkan Hasil 

Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dituangkan dalam daftar 

Nominatif Nomor 461.1/PPT-TOL/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan 

Peta Bidang Tanah bidang tanah dimaksud terdaftar atas nama Azhar 

selaku Pihak yang Berhak dengan Nomor Urut 13-NIS-706 dengan luas 

tanah yang terkena trase Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh selu 1.735 m² 

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4 dimaksud terdaftar atas nama Azhar 

Ismail 

Penjelasan dan/atau klarifikasi atas laporan dalam surat pemilik tanah 

laporan angka 2 , yaitu : 

a. telah dilakukan pemberitahuan pelaksanaan Inventarisasi dan 

Identifikasi kepada Pihak yang Berhak melalui Keuchik di seluruh 
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Kecamatan yang terkena trase Jalan Tol Sigli Banda Aceh dalam Rapat 

Koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Aceh sesuai dengan Surat Ketua Pelaksana Pengadaan 

Tanah Nomor 2/PPT-TOL/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 hal Undangan 

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

Jalan Tol Aceh Ruas Sigli – Banda Aceh sebagaimana terlampir sesuai 

dengan Pasal 55 huruf f Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.  

b. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek 

Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh di Gampong Seuot 

TunongKecamatan IndrapuriKabupaten Aceh Besar dituangkan dalam 

bentuk Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor 461.1/PPT-

TOL/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah diumumkan di Kantor 

Keuchik Gampong Seuot Tunong dan Kantor Camat Indrapuri dengan 

Pengumuman Nomor 498/PPT-TOL/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020 

selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana beberapa kali 

telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 

2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum agar Pihak yang Berhak 

mengetahui dan dapat menyampaikan keberatan apabila terdapat data 

yang berbeda dengan keadaan sebenarnya pada Obyek Pengadaan Tanah 

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 

Penjelasan dan/atau klarifikasi atas laporan dalam surat pemilik tanah 

laporan angka 3 , yaitu : 

a. dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik meliputi 

pengukuran dan pemetaan oleh Satgas A dan data Objek Pengadaan 

Tanah berupa Bangunan dan Tanaman telah melibatkan perangkat 

Gampong Seuot Tunong, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar 
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dan Pemilik Tanah atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, 

sebagaimana dokumentasi terlampir.  

b. pada Tanggal 4 November 2020 telah dilaksanakan Musyawarah Bentuk 

Ganti Kerugian dengan Pihak yang Berhak di Kantor Wilayah BPN 

Provinsi Aceh, namun Pihak yang Berhak Saudara Azhar belum sepakat 

mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian serta tidak bersedia 

menandatangani Berita Acara Dan terhadap keberatan atas bentuk 

dan/atau besarnya ganti kerugian dalam Musyawarah Bentuk Ganti 

Kerugian. berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah 

c. kegiatan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian dimaksud dilaksanakan 

setelah adanya hasil penilaian oleh Jasa Penilai atau Penilai Publik yang 

diadakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh 

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan pada Daftar Perubahan 

Nomor 605/PPT-TOL/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan 

ketentuan Pasal 62 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 

71 Tahun 2012 sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 

d. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 24 Juni 2020, Pihak yang Berhak 

atas nama Azhar telah menyampaikan keberatan atas Hasil Inventarisasi 

dan Identifikasi yang telah diumumkan di Kantor Keuchik Gampong 

Seuot Tunong dan Kantor Camat Indrapuri dalam hal luas tanah,tanaman 

dan bangunan Dan sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden 

Nomor 71 Tahun 2012telah dilakukan verifikasi dan perbaikan terhadap 

jenis dan jumlah tanaman serta jenis dan jumlah bangunan yang 

dituangkan dalam Daftar Nominatif Perubahan Nomor 605/PPT-
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TOL/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020Sehingga terhadap dugaan Pelapor 

terkait adanya penggelapan data yang dilakukan oleh pihak Kantor 

Wilayah BPN Provinsi Aceh tidak mempunyai dasar hukum dan tidak 

tepat karena pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Ruas Sigli - Banda 

Aceh dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

Penjelasan dan/atau klarifikasi atas laporan dalam surat pemilik tanah  

 

laporan angka 4 , yaitu : 

terkait dengan adanya keberatan kembali atas Verifikasi dan Perbaikan 

yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf (d) di atas 

setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja diumumkannya Hasil 

Inventarisasi dan Identifikasi, Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan 

tahapan pelaksanaan pengadaan tanah selanjutnya yaitu Penetapan Penilai. 

Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian, Pemberian Ganti Kerugian, Penitipan 

Ganti Kerugian. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah, Pemutusan Hubungan 

Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana 

beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 

Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaan lainnya. 

Penjelasan dan/atau klarifikasi atas laporan dalam surat pemilik tanah 

laporan angka 5 , yaitu : 

a. Pelaksana Pengadaan Tanah telah melaksanakan tahapan kegiatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembanguan Untuk Kepentingan Umum:  

b. bahwa dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh 

dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan 

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta 

Penjelasannya  
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Penolakan dan upaya hukum sebagaimana dijelaskan di atas dapat 

dikategorikan sebagai tindakan ikrâh karena secara substantif masyarakat yang 

memiliki lahan baik tanah kebun, sawah, peternakan maupun propertinya 

dibayar dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginannya sebagai pemilik 

lahan. Dalam hal ini jelas bahwa upaya hukum yang dilakukan dan juga 

pernyataan secara langsung baik dalam rapat maupun dalam forum audiensi 

dengan pihak-pihak yang berwenang bahwa pihak pemilik tanah tidak setuju 

dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui mekanisme yang 

kadang-kadang tidak dipahami dan dimengerti oleh pemilik tanah, yang 

ujungnya berimbas pada harga yang tidak disepakati, karena pada prinsipnya 

masyarakat bukan tidak setuju dengan pembangunan tol dan upaya pembebasan 

lahan, namun harga yang ditetapkan cenderung dianggap tidak adil dengan nilai 

aset yang dimiliki masyarakat tersebut. Pada tataran tertentu pihak pemerintah 

cenderung hanya melihat nilai aset secara sepihak, sedangkan pada tataran lain 

masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh aset yang sama di luar lokasi 

pembangunan tol, terutama sebagai pertimbangan untuk harus membangun 

kembali properti lainnya, baik rumah, kios, toko ataupun ruko.   

 

C. Analisis Hukum Syara Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli 

Tanah Untuk Fasilitas Publik kecamatan Indrapuri yang Mengandung 

Unsur ikrâh  

 Transaksi jual beli tanah atau lahan merupakan hal yang umum terjadi. 

Namun, ada proses penting yang harus dilakukan sebelum transaksi tersebut 

dapat berlangsung secara sah dalam hukum syara, yaitu melalui proses akad bai 

(jual beli). Secara fiqhiyyah akad bai ini harus mengacu pada kerelaan para 

pihak terhadap kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pada 

penyerahan dan perpindahan kepemilikan secara sempurna. 

Dalam fiqh muamalah,  perjanjian dan kesepakatan yang telah dilakukan 

oleh para pihak harus mematuhi aturan-aturan  dalam akad bai. Sehingga 
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seluruh hakikat dari akad jual beli dapat terealisasi dengan baik dalam transaksi 

yang dilakukan sehingga substansi akad dapat terjalin dengan baik di antara para 

pihak. Para fuqaha telah merumuskan rukun-rukun pada akad jual beli.  Pada 

dasarnya rukun jual beli ada tiga, ke tiga rukun tersebut menentukan keabsahan 

jual beli yang dilakukan oleh para pihak, diantara ketiga rukun tersebut yaitu, 

pertama adanya pelaku transaksi jual beli terdiri atas penjual yang memiliki hak 

atas objek transaksi dan pembeli yang membutuhkan manfaat dari objek 

transaksi, kedua yaitu objek pada transaksi jual beli meliputi barang dengan 

status  kepemilikan yang jelas untuk jual dan harga yang dibayarkan terhadap 

barang harus sesuai dan relevan dengan barang dan yang ketiga yaitu shigat 

merupakan redaksi atau ucapan terdiri atas ijab yaitu pernyataan penjual bahwa 

ia menjual sesuatu dengan harga tertentu dan kabul yaitu pernyataan pembeli 

bahwa ia membelinya dengan harga tersebut.
 76

 

 Sighat akad bai merupakan langkah formal dan sah yang menyatakan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga, syarat, dan ketentuan 

terkait tanah yang akan dipindahtangankan. Sighat akad bai ini memiliki peran 

utama sebagai landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak terhadap 

perpindahana kepemilikan suatu objek transaksi. Dengan akad jual beli dapat 

dilihat dan  dinyatakan sahnya transaksi jual beli dilakukan oleh para pihak 

karena pada sighah ini dapat diwujudkan ikrar sebagai kerelaan atas transaksi 

yang dilakukan tersebut. Meskipun jumhur ulama tetap menyatakan bahwa  

untuk keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak maka 

penting diwujudkan ketiga rukun tersebut sehingga perpindahan kepemilikan 

objek dari pihak penjual kepada pihak pembeli dapat dilakukan dengan 

sempurna, jadi bukan hanya pada sighah sebagai ikrar saja.   

 Pada pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol kecamatan 

indrapuri adanya sighat ini menjadikan bukti bagi pembeli sebagai pemilik sah 

                                                             
76 Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Pustaka  Al-Kautsar, hlm.269 
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atas lahan yang dibelinya, dan penjual wajib melepaskan hak kepemilikan 

dengan segala konsekuensinya. 

 Kesepakatan merupakan proses sighat yang dilakukan oleh para pihak 

pemilik tanah dengan pemerintah untuk perpindahan kepemilikan lahan   pada 

proses pembangunan fasilitas publik ini yaitu pembangunan jalan tol lintasan 

Banda Aceh - Sigli, yang muncul berbagai polemik baik sebagai bentuk 

persetujuan atas pembelian lahan yang dilakukan pemerintah, ataupun 

penolakan pada salah satu rukun yaitu harga yang merupakan mabi’ pada akad 

jual beli.  

Dalam hal ini, sebagian pemilik lahan secara jahar atau dengan tegas 

menolak harga yang ditetapkan pemerintah, yang dianggap oleh pemilik lahan 

tidak relevan dengan harga yang semestinya diperoleh dari penjualan lahan 

beserta berbagai objek yang terdapat di lahan tersebut. 

Meskipun pemerintah melalui instansi terkait telah melakukan upaya 

sosialisasi harga lahan namun kadangkala tetap muncul pihak-pihak yang tidak  

sepakat dengan harga yang ditetapkan tersebut. Sehingga hal tersebut dapat 

dipastikan menghambat proses dan tahapan pembangunan jalan tol, termasuk 

pada pembangunan tol di ruas dalam kecamatan Indrapuri.  

Pihak pemerintah sebagai  yang mewakili otoritas pembangunan fasilitas 

publik yaitu pembangunan jalan tol perlintasan kecamatan Indrapuri telah 

menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan seperti proses dan 

tahapan pengadaan lahan, harga, luas lahan dan persyaratan-persyaratan lainnya 

kepada pihak pemilik tanah. Pemilik lahan dapat melakukan pertimbangan dan 

keputusan secara personal terhadap persyaratan dan ketentuan lain yang 

diberikan oleh pihak yang membutuhkan lahan tersebut. Apabila persyaratan 

yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan lahan bersifat merugikan pihak 

pemilik tanah maka pemilik tanah dapat melakukan penolakan dan klarifikasi 

terkait dengan data-data secara konkrit, namun pada pembebasan lahan jalan tol 

kecamatan Indrapuri di desa Seuot Tunong pemilik tanah tidak menerima data 
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yang disebutkan diatas secara konkrit hal tersebut menimbulkan kemarahan dan 

menimbulkan bentuk penolakan terhadap pembuatan kesepakatan. 

 Penulis menjabarkan kondisi ikrâh dari pemilik lahan bahwa telah 

terjadi pemaksaan oleh pihak pemerintah pada pembelian dan penguasaan lahan 

untuk pembangunan jalan tol di perlintasan kecamatan Indrapuri. Secara 

substantif dalam fiqh muamalah tentang ikrâh para ulama telah menetapkan 

bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang memunculkan ikrâh dapat 

diidentifikasi apabila memenuhi unsur-unsur  sebagai berikut : 

 

e) Al-mukrah 

 Kondisi pemilik tanah (Al-mukrah) yang terpaksa dan tidak 

memiliki kekuatan untuk melakukan penolakan terhadap proses dan 

pemenuhan rukun jual beli. Dalam hal ini pemilik lahan sebagai warga 

masyarakat biasa yang tidak memiliki kekuasaan untuk menolak secara 

tegas harga tanah yang ditetapkan. Pihak pemilik lahan pada dasarnya 

menolak harga pembebasan lahan disebabkan pada lahan tersebut 

terdapat bangunan tertentu yang dianggap harga tersebut tidak relevan 

bahkan tidak cukup untuk membeli dan membangun bangunan baru. 

Bahkan pihak pemilik lahan secara nyata menyatakan bahwa pihak 

panitia pengadaan tanah tidak mensosialisasikan dengan baik harga riil 

dari lahan dan berbagai objek yang ada di lahan tersebut.  Dalam hal ini 

pihak pemilik lahan secara tegas menolak untuk menjual lahan miliknya, 

namun sebagai rakyat biasa pihak pemilik lahan tidak memiliki kekuatan 

hukum apapun untuk menolak secara yuridis formal, sehingga 

penerimaan harga yang ditetapkan oleh pemerintah bukan sebagai wujud 

keikhlasan tapi melainkan keterpaksaan atas kepentingan bersama.  

f) Al-mukrih (pemaksa)  

  Pemerintah atau lembaga terkait (Al-mukrih) sebagai pihak yang 

mengambil alih kepemilikan tanah dari pemiliknya demi kepentingan 
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pembangunan. Sebagai pihak yang membutuhkan tanah pihak 

pembebasan lahan tersebut cenderung memiliki orientasi pada 

pentingnya pembebasan lahan terhadap kepentingan umum sehingga 

menimbulkan tindakan pemaksaan untuk mendapatkan persetujuan 

pemilik tanah pada pembebasan lahan namun, tindak paksaan ini juga 

terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara pemilik tanah dan 

pemerintah mengenai nilai tanah dan adanya bentuk resistensi dari 

pemilik tanah.  

  Kebutuhan negara untuk membangun infrastruktur yang 

memudahkan mobilitas masyarakat sangat dibutuhkan dan pembangunan 

tersebut mendapat dukungan serta dasar hukum oleh badan 

pemerintahan, sehingga segala bentuk penolakan tidak dapat menjadi 

hambatan dalam proses pembangunan pihak-pihak yang terlibat mau 

tidak mau harus mengesampingkan kepentingan pribadi untuk 

kepentingan umum ini. 

g) Al-Mukrah bihi (bentuk paksaan dari pemaksa) 

  Tindak paksaan dari lembaga yang memerlukan tanah (Al-

Mukrah bihi) berupa tekanan sosial, ancaman pidana dan bahkan 

penarikan hak-hak tertentu, ancaman tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan persetujuan  pemilik tanah untuk melepaskan lahannya. 

Dari informasi yang penulis peroleh bahwa pemilik tanah (Al-mukrah) 

mendapatkan bentuk ancaman  secara fisik dan yuridis seperti 

pengusiran saat mengajukan keberatan dikantor kepala desa beserta 

dengan bentuk ancaman pidana penahanan/penjara terhadap pemilik 

tanah  apabila tidak menyetujui atau melakukan penolakan terhadap 

pembangunan infrastruktur jalan tol maupun  penetapan nilai tanah yang 

telah ditetapkan pada wilayah tersebut.Bentuk ancaman pidana yang 

diterima oleh pemilik tanah bersifat riil dikarenakan ada badan hukum 

yang menjadi dasar pembangunan jalan tol untuk fasilitas publik ini, 
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namun hal tersebut menghilangkan hak pemilik tanah untuk mengajukan 

pertimbangan terhadap penetapan nilai ganti rugi terhadap tanah dan 

objek tanah  yang merugikan sebelah pihak sehingga menimbulkan ikrâh 

yang membatalkan transaksi jual beli pada pembesan lahan 

pembangunan jalan tol sebagai fasilitas publik. 

h) Al-Mukrah ‘alaihi (perbuatan yang dilakukan secara terpaksa) 

  Pemilik tanah sebagai pihak yang tidak memiliki kekuasaan dan 

 merasa takut terhadap ancaman pidana yang telah diberikan oleh 

lembaga  pembebasan lahan kemudian menyetujui dan menerima 

harga yang telah  ditetapkan oleh pemerintah tersebut dengan 

terpaksa dan tidak ikhlas atau sebagai bentuk  yang dapat disebut  

sebagai  Al-Mukrah ‘alaihi yaitu perbuatan yang dilakukan secara 

terpaksa 

  Dalam kehidupan sosial kepentingan umum harus lebih diutamakan 

dibandingkan kepentingan pribadi, namun pada taraf tertentu suatu perbuatan 

yang dilakukan untuk kepentingan umum bersifat merugikan pihak lain yang 

terlibat. Transaksi jual beli pembebasan lahan jalan tol Indrapuri menjadi salah 

satu contoh dari bentuk kepentingan umum, peneliti menemukan bahwa ada 

pihak yang melakukan penolakan terhadap penetapan nilai yang dianggap 

sepihak dan merugikan pihak pemilik tanah. Transaksi jual beli harus dilakukan 

dengan  ijab qabul serta memenuhi kesepakatan kedua belah pihak untuk saling 

ridha terhadap objek dan nilai tukar yang dilakukan. 

 Namun setelah menjelaskan subtansi ikrâh pada sighat akad jual beli 

yang terjadi dalam penelitian ini secara langsung diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa tahap dan proses yang telah dilalui oleh pemilik tanah 

pada tahapan pembebasan lahan ini termasuk kedalam ikrâh yang dapat 

membatalkan akad jual beli sehingga transaksi jual beli yang terjadi pada 

pemilik lahan pada penelitian ini dianggap tidak sah pada syara’ dan tidak 

sesuai dengan konsep fiqh mualamah. Seharusnya pemerintah lebih 
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memperhatikan tahapan dan proses yang terjadi dengan menjaga transparansi 

pada setiap pihak yang terlibat dalam pembebasan jalan tol ini agar tidak ada 

oknum-oknum yang melakukan manipulasi data. Pemilik tanah selaku rakyat 

biasa berhak mendapatkan keadilan oleh badan hukum dan pemerintah 

sebagaimana tujuan dasar dari pembangunan public ini adalah untuk 

kemaslahatan Bersama tanpa ada pihak yang dirugikan.
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BAB IV 

PENUTUP  

 
 Pada bab ini penulis membuat konklusi dari hasil penelitian yang telah 

penulis jabarkan pada bab sebelumnya. Pada bab ini ada dua poin penting yang 

penulis sajikan yaitu kesimpulan dan sara-saran yang relavan dengan 

permasalahan   penelitian yang merupakan subtansi dari skripsi ini yaitu sebagai 

berikut: 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan analisis yang telah peneliti lakukan pada pada bab 

sebelumnya, berikut ini kesimpulan dari seluruh uraian yang merupakan inti 

dari kajian riset ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Transaksi jual beli tanah untuk fasilitas publik di wilayah Indrapuri 

masih terdapat unsur ikrâh. Masyarakat pemilik  lahan, tanah kebun, 

sawah, peternakan maupun propertinya tidak memperoleh informasi 

yang lengkap tetang proses pembayaran lahan dan penetapan harganya. 

Pemilik tanah berupaya menyampaikan penolakan harga tanah yang 

ditetapkan sepihak oleh pemerintah, meskipun tidak semua memiliki 

pengetahuan tentang jalur formal penyampaian penolakan harga pada 

transaksi pembelian tanah untuk jalan tol oleh pemerintah. Pada tataran 

tertentu pihak pemerintah cenderung hanya melihat nilai aset secara 

sepihak, sedangkan pada tataran lain masyarakat akan kesulitan untuk 

memperoleh aset yang sama di luar lokasi pembangunan tol, terutama 

sebagai pertimbangan untuk harus membangun kembali properti lainnya, 

baik rumah, kios, toko ataupun ruko. Ketidakrelaan pemilik lahan 

terhadap harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui institusi yang 

berwenang dapat menjadi unsur ikrâh pada transaksi jual beli pada 

pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol pada perlintasan di 

wilayah kecamatan Indrapuri.    
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2. Aparatur gampong dalam wilayah Kecamatan Indrapuri dan instansi 

terkait telah berupaya menjembatani kepentingan masyarakat  pemilik 

lahan, untuk memperoleh akses dalam menyampaikan aspirasinya untuk 

memperoleh kenaikan harga yang diinginkan. Pemerintah melalui 

institusi yang ditunjuk hanya memperhatikan tahapan dan proses yang 

terjadi dengan menjaga transparansi pada setiap pihak yang terlibat 

dalam pembebasan jalan tol ini agar tidak ada oknum-oknum yang 

melakukan manipulasi data. Pemilik tanah selaku rakyat biasa berhak 

mendapatkan keadilan oleh badan hukum dan pemerintah sebagaimana 

tujuan dasar dari pembangunan jalan tol sebagai sarana transportasi 

publik. Meskipun upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil secara 

optimal untuk menghilangkan unsur ikrâh pada transaksi jual beli lahan 

untuk pembangunan tol. Untuk pemilik lahan yang tetap tidak setuju 

dengan pembebasan lahannya untuk jalan tol, harga pembebasan lahan 

dititipkan pada pengadilan negeri sebagai pihak yang memiliki 

wewenang untuk menyelesaikan persoalan hukum pada pembebasan 

lahan untuk jalan tol di Kecamatan Indrapuri. 

3. Pada prinsipnya transaksi jual beli harus dilakukan secara suka rela. Para 

ulama menetapkan suka rela tersebut sebagai syarat dan juga sebagai 

rukun jual beli. Adanya unsur ikrah pada transaksi jual beli dapat 

menyebabkan fasidnya transaksi yang dilakukan dikalangan jumhur 

ulama, termasuk pada pembebasan lahan pembangunan jalan tol yang 

memiliki unsur ikrah dapat menyebabkan fasidnya transaksi jual beli 

lahan tersebut. Dibutuhkan sinergisitas yang baik antara pemerintah 

sebagai pihak yang melakukan pembangunan jalan tol dalam wilayah 

indrapuri dengan masyarakat pemilik lahan tentang urgensi 

pembangunan jalan tol, sosialisasi harga dan penetapannya, yang akan 

secara langsung berimplikasi terhadap kerelaan pemilik lahan pada 

pembebasan area untuk pembangunan jalan tol untuk wilayah indrapuri. 



71 
 

 

Pembangunan fasilitas publik yang mengandung unsur ikrah tidak akan 

menghilangkan unsur fasidnya pada akad jual beli, namun pemerintah 

memiliki wewenang untuk melakukan paksaan demi untuk kemaslahatan 

masyarakan umum melalui institusi secara legal formal dapat digunakan 

pemerintah untuk memaksakan pemilik lahan menerima harga yang 

sesuai dengan mekanisme pasar yang telah ditetapkan pemerintah. 

B. Saran 

 

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Saran penulis kepada pihak pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan 

transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam proses pengadaan 

lahan secara mendetail dan menyeluruh, hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan keadilan terhadap rakyat sebagai pemilik lahan yang terlibat. 

Nilai tanah yang lebih tinggi menjadi manfaat dan modal usaha bagi 

pemilik tanah untuk membangun kembali membuka kembali lahan yang 

telah di jadikan fasilitas publik, sehingga pengawasan terhadap tahapan dan 

proses pembebasan lahan sangat penting agar tidak disusupi oknum-oknum 

yang hanya menguntungkan diri sendiri dan membuat buruk citra 

pemerintah di mata masyarakat. 

2. Saran kepada pemilik tanah untuk lebih memperhatikan bagaimana alur 

pembebasan lahan secara yuridis agar tidak terjadi kesalahan dalam 

melakukan penyanggahan terhadap data tanah dan objek tanah, pemerhati 

khusus tersebut harus diberikan untuk meminimalisir kan konflik dan dapat 

memudahkan pemilik lahan untuk memperjuangkan hak yang benar pada 

data dan nilai yang pantas terhadap tanah yang dibebaskan.   

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas 

pembahasan dan menganalisis dengan menggunakan akad jual beli lain 

dalam konteks transaksi  jual  beli  lahan untuk kepentingan umum .  Selain 

ikrâh pada akad  jual  beli, penelitian dapat melibatkan subtabnsi  lain. 
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Nama Peneliti/Nim  : Aminul Haqqi/190102130 

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh  

No Nama dan Jabatan Peran dalam Penelitian 

1. Nama           : Usriani  

Pekerjaan     : Pegawai Negeri sipil 

Alamat         : Indrapuri, Aceh Besar 
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2. Nama           : Rachmatan Nurul Azmi 
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Lampiran 7: Protokol wawancarai Penelitian 

PROTOKOL WAWANCARA 

Judul Penelitian/Skripsi : IKRÂH PADA TRANSAKSI 

JUAL BELI UNTUK FASILITAS 

PUBLIK DALAM PERSPEKTIF 

AKAD BAI’ (Studi Tentang 

Penetapaan Nilai Ganti Rugi 

Pembebasan  Lahan Pembangunan 

Jalan Tol Kecamatan Indrapuri 

Aceh Besar) 

Wawancara KJPP Iwan Bachron & Rekan Cabang Lambhuk Banda Aceh 

Waktu Wawancara    : Pukul 16-18.00 WIB 

Hari/Tanggal   : 21 Juli 2022 

Tempat                      : KJJP Iwan Bachron & Rekan               

             Cabang Lambhuk Banda Aceh 

Pewawancara            : Aminul Haqqi  

Orang Yang Diwawancarai          : Rachmatan Nurul Azmi 

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Pimpinan KJJP Iwan Bachron & 

Rekan Cabang Lambhuk Banda Aceh 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Ikrâh Pada Transaksi Jual Beli 

Untuk Fasilitas Publik Dalam Perspektif Akad Bai’ (Studi Tentang 

Penetapaan Nilai Ganti Rugi Pembebasan  Lahan Pembangunan Jalan Tol 

Kecamatan Indrapuri Aceh Besar).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat 

penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. 

Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada 

khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang 
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Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus 

dua puluh menit) 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana proses penentuan nilai tanah dilakukan oleh kantor jasa 

penilai publik? 

2. Apa saja faktor-faktor yang diperhatikan dalam menentukan nilai tanah? 

3. Bagaimana kriteria zona ditentukan dalam penilaian tanah? 

4. Apa yang membedakan kriteria zona yang berbeda dalam penilaian 

tanah? 

5. Bagaimana penilaian tanah berbeda antara zona-zona dengan klasifikasi 

tertentu tersebut ? 

6. Apakah ada perbedaan harga yang signifikan antara zona-zona dengan 

klasifikasi tertentu? 

7. Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan harga antara zona-zona 

dan klasifikasi tersebut ? 

8. Apakah ada kebijakan atau aturan yang mengatur perbedaan harga untuk 

zona-zona sesuai dengan klasifikasi-klasifikasi tertentu tersebut ? 

9. Bagaimana kantor jasa penilai publik memastikan transparansi dalam 

penetapan nilai tanah dan perbedaan harga ? 

10. Bagaimana prosedur banding atau keluhan jika seseorang merasa nilai 

tanah atau perbedaan harga tidak adil? 
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Wawancara Dengan BPN KANWIL ACEH 

 

Waktu Wawancara    : Pukul 14.00 – 16.00 WIB 

Hari/Tanggal   : 27 Juli 2023 

Tempat            : BPN KANWIL ACEH 

Pewawancara            : Aminul Haqqi  

Orang Yang Diwawancarai          : Mirza 

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Staff Divisi Pengadaan lahan milik 

negara BPN KANWIL ACEH 

 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Ikrâh Pada Transaksi Jual Beli 

Untuk Fasilitas Publik Dalam Perspektif Akad Bai’ (Studi Tentang 

Penetapaan Nilai Ganti Rugi Pembebasan  Lahan Pembangunan Jalan Tol 

Kecamatan Indrapuri Aceh Besar).”” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat 

penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. 

Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada 

khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang 

Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam 

puluh menit). 

Daftar Pertanyaan:  

1. Berapa panjang ruas tol yang dibangun dalam wilayah Kec. Indrapuri? 

2. Berapa gampong yang dilalui jalan tol ini? 

3. apakah pihak BPN terlibat dalam penentuan harga tanah pada 

pembebasan lahan untuk jalan tol 

4. Apa dasar yang digunakan untuk menetapkan rate harga tanah di wilayah 

Kecamatan Indrapuri 

5. Apakah pihak BPN mengetahui tentang respon masyarakat terhadap 

harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah 

6. Bagaimana pemilihan harga untuk tiap ruas tanah yang dibebaskan oleh 

pemerintah? 
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7. Bagaimana BPN Kanwil Aceh berkomunikasi dengan pemilik lahan 

terkait harga yang ditawarkan oleh pemerintah? 

8. Apakah terdapat mekanisme peninjauan ulang harga tanah jika ada 

keberatan atau keluhan dari pemilik lahan? 

9. Apakah pihak BPN Kanwil Aceh melakukan survei atau penilaian 

independen dalam menentukan harga tanah di wilayah Indrapuri? 

10. Bagaimana BPN Kanwil Aceh menjaga keadilan dalam penentuan harga 

tanah agar tidak memberatkan pemilik lahan? 


